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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini
berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No | Arab Latin No | Arab Latin
1 I'| Tidak dilambangkan 16 L |t}
2 | B 17 | & z}
3 |« T 18 d ¢
4 | S| 19 |& G
5 |z J 20 b F
6 |¢ h} 21 S Q
7 |t Kh 22 < K
8 |» D 23 J L
9 |3 2\ 24 ? M
10 | > R 25 o N
11 |3 z 26 9 W
12 | » S 27 2 H
13 | & Sy 28 s '
14 | s} 29 $ Y
15 | o2 d}
2. Vokal pendek 3. Vokal panjang

i =a <& kataba G —a> g6 ga>la

|oo=i d suila & =i> s gi>la

i =u  ak yazlhabu 3 -u> & yaquelu

4. Diftong

¢ =al & kaifa
s =au Uy  hlaula
5. Kata sandang Alif+Lam
Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan
menjadi = al
oe>3]l = al-Rahma>n ol = al-‘A<lami>n
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Idah menurut ulama' fiqih disebabkan karena faktor perceraian dan
kematian suami. Dari kedua faktor tersebut akan mengakibatkan masa tunggu
dengan hitungan suci, bulan atau kelahiran. Alasan disyariatkannya iddah adalah
untuk mengetahui keberadaan rahim seorang bekas istri kosong atau berisi janin.
Dalam Islam Iddah dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya, bagi perempuan
yang dicerai ba’da dukhul maka iddah nya tiga kali suci atau tiga Kkali
haid,ketentuaniddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat
bulan sepuluh hari, dan bagi wanita dalam keadaan hamil maka menunggu sampai
melahirkan. Akan tetapi persoalan tentang implementasi menikahi wanita pada
masa iddah masih menjadi perdebatan, terkait dengan wajib atau tidaknya
menjalani iddah,dan boleh atau tidak nya wanita tersebut dinikah kembali.

Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat
Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang implementasi hukum menikahi wanita
dalam masa iddah. Tidak hanya memaparkan pendapat dari kedua Imam tersebut,
tetapi penulis juga membahas bagaimana relevansi implementasi menikahi wanita
dalam masa iddah terhadap hukum Islam di Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library
research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik
dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut
dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Imam Malik dan Imam
Syafi’i dalam qaul gqadim menggunakan pendekatan berupa lafaz thuruqu al-
lafzhiyah sedangkan Imam Syafii dalm qaul jadid menggunakan pendekatan
ma ‘nawiyah, Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam gaul qadim mengawali metode
istinbath dengan sumber yang sama yakni gaul ash-shahabah,karena tidak ada
dalil al-quran yang menjelaskan secara rinci mengenai “Implementasi hukum
menikahi wanita dalam masa iddah” secara langsung. Dan dapat disimpulkan
bahwa Imam Syafii dalam gaul gadim menghukumi sama seperti gurunya yakni
Imam Malik, naum Imam Syafii dalam qaul jadid juga mempunyai pendapat
berbeda dalam menghukumi kasus “implementasi hukum menikahi wanita dalam
masa iddah” metode istinbath yang digunakan dua imam tersebut tidaklah berbeda
jauh, namun keduanya menghasilkan intrepertasi yang berbedaa. Hal ini juga
dikarenakan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan
perbedaan pendapat antara Imam Syafii dan Imam Malik dalam Implementasi
hukum menikahi wanita dalam masa iddah.

Kata kunci : idah, nikah, hukum Islam di Indonesia
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BAB 1
A. Latar Belakang

Sesungguhnya tujuan nikah itu tidak hanya sekedar untuk pemenuhan
kebutuhan biologis menusia berupa seks. Tetapi ia punya tujuan lain yang lebih
mulia sebagaimana dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa”.!

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk membantu dan
mencapai kesejahteraan spritual dan material. Oleh karena itu, undang-undang
juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian
hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan

sidang pengadilan.

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu
berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.”? Pada hakikatnya , makna nikah
adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad , karena termasuk
pengikatan sebuah akibat. Semua lafad nikah dalam Al Quran berarti akad,
kecuali firman Allah dalam QS. Al Baqoroh ayat ; 230 3

B of Lagle U 38 itk old '@ g sl | Aa day e "l a3 38 Lgdllls
(5B AL 5 0y AT 35 Lo 0 L g

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua) maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang
lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa
bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kain kembali jika kedua

berpendapat akan dapat menjalankan hokum-hukum Allah, itulah ukum Allah
diterangkannya pada kaum yang mau mengetahui”

I DR .H.Ali Imron,M.Ag, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Karya Abadi Jaya hlm.73

2 Imam Tagqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini, Kifayatul Akhyar, Surabaya , Syirkah
Bungkul Indah, Juz 2 , hlm. 36

3Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, edisi Indonesia
Syarah hadits pilihan Bukhori Muslim, Jakarta Darus Sunaah, cet. 7 2008, hlm. 739



Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i nikah yaitu akad yang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita* Menurut
Imam Hanafi Nikah (kawin) adalah akad perjanjian yang menjadikan halal
hubungan hubungan seksual sebagai suami dan isteri antara seorang pria dan

wanita.’

Tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu, untuk memperoleh
keturunan, beribadah kepada Allah menjaga kehormatan (memelihara
pandangan dan farji), dan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan
(sakinah, mawaddah, warahmah). Dewasa ini dari berbagai fakta yang terlihat,
ternyata makin hari semakin bertambah jumlah keluarga yang tidak merasakan
kebahagiaan perkawinan, sehingga ada yang tidak berhasil mempertahankan
keutuhan perkawinannya.® Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad (perjanjian)

antara seorang pria dan wanita’

Manakala setelah perkawinan terjadi hubungan badan, tetapi dalam
perjalanan perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat
berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu
tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah salah satu putusnya

perkawinan.

Putusnya ikatan perkawinan terbagi dalam beberapa bentuk tergantung
dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memustus perkawinan

tersebut. Dalam hal ini, ada 4 kemungkinan:®

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah
seorang suami istri. Dengan kematian, hubungan perkawianan berakhir
secara langsung.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan

dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Ini disebut thalaq.

4 Mohm. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , Jakarta Bumi Aksara, cet 1, 1996 hlm. 1
3> Ibid, him. 2

6 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, Jakarta, Kementrian Agama RI hlm.5

7 Mohm. Idris Ramulyo ...... hlm.5

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009, him. 197.



3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri. Kehendak putus yang
disampaikan istri diterima oleh suami dan dilanjutkan ucapannya untuk
memutus perkawinan itu. Putusnya pernikahan dengan cara seperti ni

disebut khulu .

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga
setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang
menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Ini

disebut fasakh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVI tentang putusnya
perkawinan pasal 113 berbunyi ; “Perkawinan dapat putus karena:®
a. Kematian
b. Perceraian, dan

c. Atas putusan pengadilan.”

Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan karena tafriqul gadlt
(pemisahan oleh pengadilan atau hakim) menurut Wahbah Zuhaili terbagi
menjadi:!?

1. Tidak adanya nafkah

2. Sebab ada aib atau cacat
3. Perselisihan ataupun kemadhorotan, dan buruknya suami istri

4. Talak ta’assuf (sewenang-wenang)
5. Kepergian suami (mafqud)

6. Suami ditahan (penjara)

7. Ila’
8. Li‘an
9. Dzihar

10. Murtadnya salah satu dari suami istri.

% Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung: Nuansa Aulia, 2009, him. 36
10Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adilatuh, Jilid 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm.
479.



Ulama sepakat atas wajibnya ‘iddah, pada sebagian landasan pokoknya
diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, setelah itu ijma’ para ulama. Yang
diambil dari kitabullah terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 228:

Al ) 8 ) el 400 I8 e 5 5 003 ' 508 5050 (il (5 AT,
JADWs o5l Belle (o3 e Gy AS0a) 1300 () @b (8 Tad s Gal el gads A 750

A TR A 0 il
Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga
kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para
suami mereka lebih berhak kembali kepda mereka dalam (masa) itu, jika mereka
menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami,

mempunyai  kelebihan atas mereka. Dan Allah  Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana.'!

Adapun dalil dari Sunnah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita
untuk ber-iddah adalah

2, ~

o i Ll My iy $aly By i il 58 L a0 4% o
ade alll Lo alll Jol) ol e AGS 08 ey 2l o 083 U8 L) oo g 315
R G ala g adde alll s alll o0y ) ASGalAE il A0 Ly sl Ll Lile _al

AT G S o 1 Yy L ) e - L0 - 2

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan
kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar, Hushain,
Mughirah, Asy'ats, Mujalid, Isma'il bin Abi Khalid, dan Daud, semuanya dari Asy
Sya'bi dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais untuk menanyakan
tentang keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas dirinya. Dia
menjawab;, Dulu suamiku pernah menceraikanku dengan talak tiga. Dia
melanjutkan; Kemudian saya mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam mengenai tempat tinggal dan nafkah. Dia melanjutkan;, Namun
beliau tidak menjadikan tempat tinggal untukku dan tidak juga nafkah, bahkan
beliau menyuruhku menunggu masa iddah di rumah Abdullah bin Ummi
Maktum." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah
mengabarkan kepada kami Husyaim dari Hushain, Daud, Mughirah, Isma'il, dan
Asya'asy dari Asy Sya'bi bahwa dia berkata;, Saya pernah menemui Fathimah
binti Qais. Seperti hadits Zuhair dari 'Ashi (H.R Muslim no. 3778)

! Departemen Agama R, AI-Qur'an dan Terjemahnya, jakarta. CV. Naladana, 2004,



Dua dalil di atas menunjukkan bahwa iddah bagi seorang perempuan
hukumnya wajib. Artinya ia akan berdosa apabila tidak mengazamkan diri untuk
melaksanakan iddah seperti langsung menikah dengan lelaki ajnabi lain sebelum
masa iddahnya selesai. Sebagaimana yang tertuang dalam ayat Al-Quran surat
At-Thalaq ayat 1:
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Artinya ; Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamuceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
idahnya (vang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada
Allah Tuhanmu. (QS at-Thalaq : 1)?

Dalam Bahasa Arab, iddah di ambil dari kata-kata al-'adad (3+2))) yang
berarti bilangan. Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang
diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Dan iddah ini
bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui quru’

atau menurut hitungan bulan. Pada saat tersebut sang istri tidak diperbolehkan

menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.!

Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya, Fathul Mu'in memberikan
definisi iddah menurut syara’ sebagai berikut :

2aill g Jand) (ha Lgan s Be) s A jral 31 sal) Lo (g 555 Ba

Jangka waktu dimana seorang perempuan menahan diri (menunggu) agar

dapat diketahui rahimnya itu bebas dari hamil atau karena alasan ta abbud'?

Adapun seorang wanita yang sedang dalam masa iddah
disebut mu taddah. Iddah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu perempuan yang
ditinggal mati oleh suaminya (mutawaffa ‘anha) dan wanita yang tidak ditinggal

mati oleh suaminya (ghair mutawaffa ‘anha).

Iddah terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat atau talak. Iddah
telah dikenal pada masa jahiliah. Ketika islam datang ditetapkanlah iddah wajib

hukumnya pasca pereraian, para ulama ahli figh mengungkapkan definisi iddah

12 Departemen Agama RI, AI-Qur'an dan Terjemahnya, jakarta. CV. Naladana, 2004, hlm. 816.
3Abdullah Bin Abdurrahman, Ali Bassam, .... hlm. 796
14 Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu'in Syarah Qurrotul “Ain, (Beirut: Daarul Fikr) hal. 37 juz.4



berbeda-beda, namun secara konvesional memiliki kesamaan secara garis besar

karena didalamnya mengandung kemaslahatan.!>

Selanjutnya seperti yang telah diketahui bersama bahwa kewajiban
menjalankan iddah bagi seorang perempuan disebabkan oleh kematian atau
perceraian. Ketentuan ini telah dijelaskan di dalam al-Qur’an maupun sunnah.

Diantaranya adalah :
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Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya
(beridah) empat bulan sepuluh hari.’®
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“Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri (menunggu) tiga

kali quru’. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suaminya
berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika mereka (para suami) itu
menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suuami, mempunyai

satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha
bijaksana.” (al-bagarah : 228)"7

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa kewajiban iddah
dikarenakan terjadinya perpisahan baik dengan jalan perceraian atau terjadinya

kematian seorang suami.

Hal demikian juga didasari dengan hadits Nabi saw riwayat Imam malik

yang berbunyi :
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15 Asep Danang, Konsep Figh Iddah Bagi Suami, Semarang, IAIN Walisongo,2014, hlm. 3
16 Departemen Agama R, AI-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm. 47.
"Dr. As-Subki Ali Yusuf, Figh Keluarga. Sinar Grafika Offset., Jakarta . (2010).



Artinya: Dan (yahya) menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa’id
dari Sa’id bin Musayyab, bahwasanya Nabi SAW bersabda : talak adalah bagi
laki-laki dan idah adalah bagi perempuan.’®

19 ain G JaS o 5y &ipal sdld Ldile e 2pulll 0

Dari Aswad, dari ‘Aisyah, ia berkata, Barirah disuruh (oleh NabiSAW) supaya ber
‘iddah tiga kali haidl” .

Iddah diwajibkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut rahimnya
sedang mengandung atau tidak, hal tersebut adalah penyebab kenapa seorang
perempuan harus menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Apabila ia
menikah dalam masa iddah, sedangkan kita tidak mengetahui apakah perempuan
tersebut sedang hamil atau tidak dan ternyata dia hamil maka akan timbul sebuah
pertanyaan “Siapa bapak dari anak ini?” dan ketika anak tersebut lahir maka
dinamakan “anak syubhat’, yakni anak yang tidak jelas siapa bapaknya dan
apabila anaknya adalah perempuan maka ia tidak sah, karena ia tidak dinikahkan

oleh walinya.?®

Iddah telah diformulasikan dalam hukum positif, salah satu formulasi
hukum yang mengatur perihal iddah ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 40 disebutkan:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang
wanita karena keadaan tertentu:

1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan
pria lain

2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
3) Seorang wanita yang tidak beragama islam.”?!
Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an maupun hadits yang menjelaskan perihal
‘Iddah, para ulama’ telah sepakat bahawa ‘Iddah hukumnya wajib bagi seorang
wanita pasca bercerai dengan suaminya, baik karena talak ataupun kematian.

Kewajiban ‘Iddah tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna ‘Iddah menurut

18Malik bin Anas, al-Muwat}t}a'. Maktabah Digital Syamilah, hlm. 582

19 Tbnu Majah, Nailul Author, Maktabah Digital Syamilah, hlm. 326

20Dr. H. Ibnu Mas'ud; Figih Mazhab Syafi'i. Bandung, CV.Pustaka Setia. (2000). hlm. 71
?1Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ditjen
Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. hlm. 88



istilah, sehingga dibolehkan untuk para lelaki menikah kembali setelah perceraian

tanpa adanya waktu tunggu, selama pernikahan tersebut tidak melanggar syara’.?

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam suatu permasalahan yaitu
ketika seorang wanita yang sedang dalam masa iddah menikah dengan pria lain,
dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat Pertama, si pria tidak boleh menikahi
si wanita untuk selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat

dalam madzhab Hanbali dan qaul gadim Imam Syafi'i.

Pendapat kedua, si pria boleh menikahi si wanita setelah iddah
dilaksanakan dan diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab
Hanafi, madzhab Syafi'i (dalam Qoul Jadid) dan Hanbali. Kemudian Imam Malik
menyatakan bahwasanya akibat hukum dari menikahi wanita dalam masa iddah

dihukumi haram. Imam Malik menyatakan sebagai berikut:
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Di mana Tulaihah Al-Asadiyah istri dari Rasyid As-Tsaqafi ditalak oleh
suaminya lalu Tulaihah menikah dengan pria lain dalam masa iddah. Lalu Umar
bin Khattab memukulnya dan memukul suaminya dengan beberapa pukulan dan
menceraikan keduanya. Umar lalu berkata, "Perempuan manasaja yang menikah
saat masa iddah apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya
lalu si perempuan menyelesaikan iddah yang tersisa dari suami pertama lalu
(setelah selesai masa iddah) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar
dan menikahinya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim, maka harus
dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu iddah dari suami pertama,

lalu melakukan iddah dari yang kedua, kemudian tidak boleh menikah dengan
pria kedua selamanya.

Adapun tentang apakah boleh atau tidaknya suami kedua menikahi si
wanita ini ada dua pendapat. Pertama, si pria tidak boleh menikahi si wanita
selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab
Hanbali dan qaul gadim Imam Syafi'i sebagaimana diterangkan oleh Ibnu

Qudamah dalam Kitab Al-Mughni,

22 Imam Musonif, AI-Mausuah Al-Fighiyah, Maktabah Digital, juz 29 hlm. 346,
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Artinya: Boleh bagi si pria menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah

vakni boleh bagi suami kedua menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah ...
dari Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat lain bahwa si wanita haram selamanya

Pendapat kedua, si pria boleh menikahi si wanita setelah iddah
dilaksanakan dan diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab

Hanafi, madzhab Syafi'i dan Hanbali.

Namun apakah si wanita harus melakukan dua iddah atau cukup satu iddah
dari suami pertama saja, ini terjadi perbedaan ulama. Madzhab Syafi'i dan Hanafi
menyatakan bahwa si wanita cukup menyelesaikan satu iddah saja yakni iddah
suami pertama. Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam
kitab Al-Mughni,
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Artinya: Imam Syafi'i berkata dalam qaul jadid: "Bagi si pria boleh menikahinya

setelah habisnya iddah yang pertama."**

Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena
sejauh pembacaan penulis, kedua imam itulah yang secara eksplisit memberikan
jawaban atas permasalahan menikahi wanita dalam masa iddah. Sepintas
membandingkan pendapat dua Imam yang berafiliasi pada mazhab yang berbeda
tentu akan melahirkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu juga diingat
bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam mazhab,

akan melahirkan pendapat yang sama pula.

Perbedaan tersebut memunculkan bermacam pemahaman, apakah
dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, ataukah hanya

sentimen mazhab.

23 Tbnu Qudamah, AI-Mughni, Maktabah Digital Syamilah, juz 8 hlm. 102
24 Tbid
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui
lebih dalam tentang pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam menanggapi
persoalan tersebut, Penulis tertarik untuk membahas pemikiran kedua ulama’
tersebut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul
“IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA
IDDAH” (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan agar
tidak melebar dalam kajian ini, dengan rumusan pokok permasalahan yang akan

di bahas berikut ini :

1. Bagaimana Pendapat goul godim serta jadid Imam Syafi’i dan Imam Malik

tentang Implikasi hukum menikahi wanita dalam masa ‘Iddah?

2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang

Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa ‘Iddah di Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang akibat

hukum menikahi wanita dalam masa ‘Iddah?

2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang
akibat hukum menikahi wanita dalam masa ‘iddah dikaitkan dengan Hukum

Islam di Indonesia?
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terkait akibat hukum menikahi

wanita dalam masa ‘iddah

2. Untuk mengetahui implikasi dari akibat hukum menikahi wanita dalam masa

‘iddah dalam konteks Hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan
kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti
sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya

tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan ‘iddah.

Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisis terhadap
beberapa karya tulis ilmiah terdahulu serta membandingkan dengan pembahasan

skripsi yang saya tulis.

Skripsi karya Munasir, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Palangka Raya pada tahun 2014 dengan judul ‘“Penetapan Masa Iddah Wanita
yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan
Agama Kota Palangkaraya”.

Skripsi karya Habib Ismail, mahasiswa Institut Agama Islam Ma’arif NU
Metro Lampung, tahun 2015 dengan judul Faktor dan Dampak Perkawinan dalam
Masa Iddah Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, skripsi ini
membahas tentang factor-faktor pernikahan serta dampak yang ditimbulkan oleh

pernikahan dalam masa iddah terhadap individu dan social.?’

2Habib Ismail, Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah Studi Kasus di Kecamatan
Trimurjo Lampung Tengah, Skripsi, Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro Lampung,2015.
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Skripsi karya Sholakhuddin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
Sunan Ampel, tahun 2013, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap
Pernikahan Dalam Masa Iddah studi kasus di desa Sepulu kecamatan Sepulu
kabupaten Bangkalan, skripsi ini membahas tentang hasil penelitian lapangan
mengenai pernikahan dalam masa iddah dikarenakan kurangnya pengetahun
masyarakatnya, dan menganggap bahwa pernikahan dalam massa iddah itu lebih
baik dibandingkan dengan berhubungan dengan laki-laki yang belum menjadi

suaminya.?¢

The Indonesian Journal of Islamic Family LawVolume 06 Nomor 02
Desember 2015 karya Edi Susilo, mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Ampel
Surabaya, dengan judul Iddah dan Thdad bagi Wanita Karir, dalam jurnal ini
membahas mengenai pertimbangan yang dapat merubah hukum Iddah dan Thdah
ketika berbenturan dengan masalah wanita karir, yang menjadi pertimbangan
adalah hajat dan darurat mengingat efektifitas hajat dan darurat sehingga
penyelesaian hukumnya dapat dikatakan lebih aplikatif, efektif, dan humanis

untuk era masa kini.?’

. Metode Penelitian

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang
prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian
adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan,
menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya. Beberapa
penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah

sebagai berikut:

26Sholakhuddin, Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah studi kasus di
desa Sepulu kecamatan Sepulu kabupaten Bangkalan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel,
2013.

27Edi Susilo, Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir,The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 06 Nomor 02 Desember 2015, Surabaya. hlm. 39
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1. Jenis Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis
penelitian kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif, yang
berati mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah
bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul
penelitian, baik yang berupa buku, kitab-kitab figh, dan sumber lainnya yang
relevan dengan topik yang dikaji.?® Yang berkaitan dengan pembahasan
tentang “IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM
MASA IDDAH” (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer
Sumber Hukum Primer adalah data atau bahan yang berkaitan dan

dikeluarkan oleh penulis sendiri atas karyanya yang menjadi objek
penelitian dalam penelitian ini.?® Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan sumber data primer kitab al-Muwwatha’ karya Imam Malik
dan kitab al-Umm dan Arrisalah karya Imam Syafi’i.
b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau bahan-bahan yang isinya
membahas bahan sumber hukum primer.3° Sehingga dapat diartikan pula
sumber hukum sekunder adalah sumber hukum tambahan guna
mendukung sumber hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis
mengambil sumber-sumber sekunder yaitu ; Al Mughni, (Ibnu Qudamah)
al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Wahbah Zuhaily) Bidayah al-Mujtahid
Wa Nihayah al-Mugtashid, (Imam An-Nawawi ), Figh al-Sunah, (Sayyid
Sabiq) al-Muhadzab,(Imam Abu Ishak As-syairozy) Al Muntago Syarah
al-Muwatha’ (Imam Al Qurtuby), Qawaid al-Fighiyah,(Imam Subki)
buku-buku fikh munakahat, jurnal-jurnal serta literatur lain yang sesuai

dengan tema penelitian.

28 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet.
24,2007, him. 9

29 Burhan Ashshofa, op.cit, hlm. 103.

30 bid, him. 104,
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Tehnik Pengumpulan Data

Tahap awal dari penelitian studi pustaka adalah menjajaki ada tidaknya buku-
buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang
akan disusun. Relevan disini tidak selalu harus mempunyai judul yang sama
dengan judul skripsi, tetapi relevan disini adalah bahwa buku-buku tersebut

mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang akan ditelaah.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi
yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis
lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan metode ini
maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab figih saja, tetapi juga

buku-buku lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan
kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada disaat peneliti
menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus
sepanjang penelitian dilakukan. Menurut Barney G.Galaser dan Anselm L.
Strouss, analisis tehnik komperatif dilakukan melalui beberapa tahap yakni:

a) Tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori.
b) Tahap memadukan kategori dan ciri-cirinya.

c¢) Tahap membatasi lingkup teori.

d) Tahap menulis teori.

Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari
penelitian karya tulis ilmiah ini adalah membandingkan pendapat Imam Malik
dan Imam Syafi’i tentang akibat hukum menikahi wanita dalam masa Iddah.
Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian ini bahwa pendekatan yang

digunakan penulis adalah study pendekatan komparatif.
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Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini
diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan sesuai

dengan harapan dibuatnya karya tulis ilmiah ini.

Demi mendukung kemudahan untuk menganalisis objek penelitian dalam
karya tulis ini secara komparatif, penulis juga menggunakan metode analisis isi
atau content analysis. Analisis ini adalah setiap prosedur sistematis yang
dirancang untuk mengkaji informasi yang telah terekam maupun tertulis dan
biasanya digunakan untuk penelitian deskriptif. Dengan demikian objek-objek
kajiannya dapat berupa dokumen-dokumen tertulis (teks), film, rekaman dan

sejenisnya.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian ini untuk
menganalisis pendapatlmam Syafi’i dan Imam Malik terkait Implementasi
hukum menikahi wanita dalam masa Iddah. Yang mana pendapat keduanya
tertuang dalam sumber data berupa teks-teks kitab yang telah disebutkan

sebelumnya.

Selain itu penulis juga menggunakan metode penelitian biografi. Studi
biografis adalah studi tentang seorang individual dan pengalamannya yang
diketahui dari wawancara secara langsung atau dari dokumen-dokumen dan
materiil arsip.

Dalam studi biografis yang bersumber dari dokumen-dokumen dan
materiil arsip bisa jadi merupakan cerita seorang individu yang ditulis oleh

orang lain, baik individu tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal.’!

Metode ini digunakan penulis untuk menelaah latar belakang sosial
maupun. Keilmuan Imam Malik dan Imam Syafi’i yang mana latar belakang
tersebut bisa jadi memberi pengaruh terhadap pemikiran keduanya atas

pendapatnya perihal Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa Iddah

31 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: Raja Grafindo Persada h. 26-27
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E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan
dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih
lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika
penelitian tersebut. Sistematika penulisan skripsi ini disampaikan secara global
dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima

bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1, adalah pendahuluan yang berisi tentang penggambaran awal
mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan
penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, adalah kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang akibat
hukum menikahi wanita dalam masa iddah. Dalam tinjauan umum perkawinan,
terdiri dari beberapa sub antara lain : rukun dan syarat perkwinan, putusnya
perkawinan serta pembatalan perkawinan. Sedangkan dalam iddah, meliputi
tentang pengertian,dasar hukum, serta macam-macam iddah beserta hukum terkait

iddah tersebut.

BAB III, berisi tentang biografi Imam Malik dan Imam Syafi’i, latar
belakang pendidikan keduanya, hasil karya keduanya serta istinbath hukum
keduanya. Dalam bab ini juga akan dibahas terkait pendapat Imam Malik dan

Imam Syafi’l terkait implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah.

BAB 1V, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis terhadap
perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi’i dan memuat qoul
godim dan jadidnya , terkait implementasi hukum menikahi wanita dalam masa

iddah serta relevansi pendapat keduanya dengan hukum Islam di Indonesia.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.
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BABII
TINJAUAN UMUM

. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

A. Definisi Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan,
berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling
memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (wathi’). Kata nikah sendiri

sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad

nikah.3?

Abdur Rahman Ghazaly mengutip pendapat Muhammad Abu Israh
memberikan definisi yang lebih, pernikahan ialah akad yang memberikan
faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara
pria dan wanita dan mengadaka tolong menolong, dan memberi batas hak

bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.33

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu
berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.’* Pada hakikatnya , makna nikah
adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad , karena termasuk

pengikatan sebuah akibat.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i nikah yaitu akad yang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita®> Menurut

Imam Hanafi Nikah (kawin) adalah akad perjanjian yang menjadikan halal

32 Abd. Rachman Gozali, Fikih Munakahat , (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003) him: 7
3 Abd. Rachman Gozali,,,, hlm. 8

34 Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini, Kifayatul Akhyar, Surabaya , Syirkah

Bungkul Indah, Juz 2 , him. 36
35 Mohm. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , Jakarta Bumi Aksara, cet 1 , 1996 him. 1
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hubungan hubungan seksual sebagai suami dan isteri antara seorang pria dan

wanita.3¢

Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Figh ala Madzahib al-Arba“ah
oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata “Perkawinan” atau nikah secara
etimologi adalah (ks yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam
pengertian majas orang menyebut nikah sebagai akad, dikarenakan aqad

sebab diperbolehkan senggama.’’

Di dalam kitab [’anah Atthalibin, Muhammad Syata ad-Dimyati
menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah :
3Baaally audall; 4ad LS

Artinya : “Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul”.

Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, AI-Figh ‘ala Mazahibil Arba’ah
mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah :

auall g sdagll: dad plsil)
Artinya :“Nikah menurut bahasa artinya wath’i (hubungan seksual) dan

berhimpun.”

Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya al-Bajuri menjelaskan bahwa nikah
menurut bahasa adalah :
4028l g glagll g audall Jo: dad gl gl

Artinya : “Nikah menurut bahasa ialah berhimpun, wath’i atau akad.”

Selain defenisi yang diuraikan diatas, masih banyak lagi pengertian nikah
secara bahasa yang dijelaskan para ulama, namun kesemuanya itu bermuara

dari satu makna yang sama yaitu bersetubuh, berkumpul dan akad.

36 Tbid,

37 Abdurrahman al-Jaaziri, Al-Figh ala Madzahib al-Arba “ah, Juz IV, Birut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 1990, him. 5.

38 Muhammad Syata ad-Dimyati, I’anah atthalibin,Juz 11l Bandung: al-Ma’arif , hlm. 254.

39 Abdurrahman al-Jaziri, hlm. 6

40 Tbn Qasim al-Ghaza, Hasyiah al-Bajuri, juz Il Semarang, Riyadh Putra , hlm. 90.
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Kemudian secara istilah (Syara’) nikah dapat didefenisikan sebagaimana
yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya al-Mabhalli.
A1ge o g\ Bily b g daly) Galy dBe; Lo

Artinya : “Nikah menurut syara’ (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan
wath’i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.”

Menurut Imam As-Syafi’i pengertian nikah secara Syara’ adalah ;
Laaliza gl g o) 1S3 Jadly (da g dlla panaty 2B

Artinya : “adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap
wath’i dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang
semakna dengan keduanya.”

Kemudian menurut Imam Hanbali pengertian nikah secara Syara’ ialah :
42g Uidi Y) dadia o g3 o) IS0 il S

Artinya : “Suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz nikah atau

tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah
menurut istilah (syara’) yang dikemukakan oleh para ulama bermuara pada
satu konteks akad yang menghalalkan hubungan biologis. Hal ini mengingat
yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin
hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan yang

bersifat biologis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam
pasal 2, sebagai berikut: Perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsagan Ghalidzan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*3
Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

41 Jalaluddin al-Mahalli, Syarah Al-Mahalli, juz IIl Maktabah Syamilah , him. 206.
4 Tbid
43 Abd.Rahman Ghazaly, Figh Munakahat , (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm: 10
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Adapun pengertian yang dikemukakan dalam Undang-undang perkawinan
(UU. No. 1 Tahun 1974), adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”**

Bunyi pasal Undang-undang Perkawinan ini dengan jelas menyebutkan
tujuan perkawinan yaitu, membentuk keluarga bahagia dan kekal yang

didasarkan pada ajaran agama.

Tujuan yang diungkapkan pasal lain berikut penjelasan Undang-Undang
dan peraturan pelaksanaannya dalam penjelasan ini disebutkan, bahwa
membentuk keluarga yang bahagia itu, erat hubungannya dengan keturunan,
yang juga merupakan tujuan perkawinan. Dimana pemeliharaan dan

pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti hakiki ialah
hubungan seksual, akan tetapi menurut arti majazy atau arti hukum ialah akad
(perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya

suami isteri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.®

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan,
membatasi hak dan kewajiban, serta tolong- menolong antara laki-laki dan
perempuan yang bukan muhrim.* Istilah nikah atau perkawinan kerapkali

dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi.

4 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

4 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta Bumi Aksara, 1999, him.1.

46Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, him.188.
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B. Dasar Hukum Perkawinan
Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar
para fugqaha adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan). Asal hukum
melakukan nikah (perkawinan) yang mubah ( ibahah ) tersebut dapat berubah-
ubah berdasarkan sebab-sebab (‘illahnya) kausanya, dapat beralih mejadi

makruh, sunat, wajib dan haram .4’

Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan berjodoh-jodohan
agar manusia itu berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi
yang akan dapat memikul amanat untuk menjaga kelestarian hidup di dunia, dan
itu hanya dengan satu cara yaitu melalui pernikahan. Demikianlah Islam sangat
menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan, terutama bagi
mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun
bathiniyah, karena dengan pernikahan dapat mencegah serta menghindari hal-hal
yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil yang menjadi dasar disyariatkannya

pernikahan tersebut di atas, maka hukum asal pernikahan adalah mubah.*?

Namun berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang
melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan
itu dapat beralih hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh, haram dan boleh

(mubah).*

a. Melakukan pernikahan hukumnya wajib Bagi orang yang telah mempunyai
kemauan dan kemampuan untuk nikah, dikhawatirkan akan tergelincirnya
pada perbuatan zina seandainya ia tidak nikah, maka hukum melakukan
pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Melakukan pernikahan hukumnya sunnah Orang yang telah mempunyai
kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau
tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan

perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

4Mohd. Idris Ramulyo,,,, him: 21

48 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta : Bulan Bintang, 1993,
hlm.15.

4 Dr. Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indnesia, Jakarta, Prenadamedia 2016, hlm. 36
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c. Melakukan pernikahan hukumnya haram. Bagi orang yang tidak
mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung
jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga,
Sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan
isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah
haram.

d. Melakukan pernikahan hukumnya makruh. Jika seseorang yang dipandang
sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk nikah walaupun belum
sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia
nikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-
anaknya, maka makruh baginya untuk nikah.

e. Melakukan pernikahan hukumnya mubah. Bagi orang yang mempunyai
kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak
khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan
menelantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk
memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya

dan membina keluarga sejahtera.>

C. Syarat dan Rukun Perkawinan
Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut
dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah
keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan disini adalah
keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala
unsurnya, bukan hanya akad nikah itu sendiri. Dengan begitu rukun syarat
pernikahan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan,

baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya.!

Jumhur ulama’ sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari: Adanya calon
suami dan istri ini adalah suatu Consitio sine quanon (merupakan syarat mutlak)
absolute dan tidak dapat dipungkiri, karena tanpa calon suami dan istri, tentunya

tidak aka ada pernikahan.

50 Dr. Mardani,,, hlm. 36
>l Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 1996, him: 51



23

» Syarat-syarat calon suami lainnya adalah:
1. Tidak dalam keadaan ihrom, meskipun diwakilkan.
2. Kehendak sendiri
3. Mengetahui nama, nasab, orang, serta keberadaan wanita yang akan
dinikabhi.
4. Jelas laki-laki
> Syarat-syarat calon istri: 3
1. Tidak dalam keadaan ihrom
2. Tidak bersuami
3. Tidak dalam keadaan iddah (masa penantian)

4. Wanita.

Dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada

pasal enam:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21

harus mendapat izin orang tua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa: untuk
kemasahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan
calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7
UU No 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur 19 tahun dan calon istri
sekurangnya berumur 16 tahun. Dalam pasal 16 ayat 1: perkawinan didasarkan

atas persetujuan calon mempelai.

32 EM. Yusmar, Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya (Kediri: Pustaka ‘Azm),2010 hlm 16
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D. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang
mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai
upaya memelihara kehormatan diri (hifzh al ‘irdh) agar mereka tidak terjerumus
ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan
manusia/keturunan (hifzh an nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah
tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu

antara keduanya untuk kemashlahatan bersama’?

Syari’at yang ditentukan Islam mengajak pasangan suami-istri untuk selalu
berusaha menemukan kebaikan, keteguhan dan perjuangan pasangannya,

disamping hanya sekedar kenikmatan berhubungan badan.

Rasulullah memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum menikah
agar segera menikah, karena begitu besar faedah dan tujuan yang ada pada

pernikahan, diantara faedah dan tujuan yang utama adalah:

1. Menjalankan perintah Allah,
D ALY g #1550 ) PRIl 3 e o bl a1 1S
| ey A sz
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [QS. An-Nuur : 32]

2. Meneladani sunnah Rasulullah ;>*
A1 03 o1 g SN ysadia  pldlie (o e Al Jigas 33 JB alBy ol G o 00
alesa 9 A g 2aa) LuaidY
Dari Sa’ad bin Abu Waqqash ia berkata, “Rasulullah Saw. pernah
melarang ‘Utsman bin Madh’'un membujang dan kalau sekiranya

Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri”. [HR. Ahmad, Bukhari
dan Muslim]

33 Hussein Muhammad, Figh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender),
Yogyakarta : LKiS, 2007, hlm. 101
34 Dr. Mardani,,, hlm. 29
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A ciall) Al g (cpl) Ll JakTu) 288 Xall 7955 13); ga Al Jge)y JB

(A Ay, A

Dan dalam riwayat Baihaqi disebutkan, Rasulullah SAW bersabda,
“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan

separo agamanya, maka hendaklah dia bertagwa kepada Allah pada separo
sisanya”.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia
mengayakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

U ) gy < Hhaailly e Lalis crbiu sl oriu e 2]

Empat perkara yang termasuk dari kesunahan para utusan Allah adalah
memiliki rasa malu, bau wangi, bersiwak dan nikah

3. Menciptakan ketenangan jiwa dan rasa sayang antara suami-istri

A R LT 3,40 —pec o -0 450 @ 17 (- CWf A Ref o v L% - wte ° - %
B O Aaa )y B5a a%in Jany gl | 80l gl Al (1 oS0 (318 ) 43L0E a9

8 A 8 0
Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir ‘(Ar-Rum: 21).

4. Melestarikan keturunan, dan mendapatkan generasi yang shalih yang siap

berjuang di jalan Allah.?

Yo, Lol 8 s gy lole (B8 5 3aly (ol (e pKAIR (o3 2R3 V81 (Ll G0y

Ll Al AL () ala 9T g 4 (sl Lt (o) A ) 6800 g cpluad Ty 1 oS
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan
isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu. [QS. An-Nisaa’ : 1]

35 Dr. Mardani,,, hlm. 29
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5. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan.
Belall afla gl cra QLN daa Lp o Al Jge JB: JB sua ol (8
Pl A0 A il 40 1 . AL iy il () A

FISP
Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para
pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka
nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan
pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang

belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya
(menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]

E. Pernikahan yang Dilarang
Pernikahan yang dilarang Islam mengajarkan perkawinan dengan tujuan
dan maksud tertentu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perkawinan yang
menyimpang dari tujuan yang dibenarkan ialah perkawinan yang mempunyai
tujuan antara lain hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja bukan untuk
melanjutkan keturunan tidak bermaksud untuk membina rumah tangga yang
damai dan tentram tidak dimaksudkan untuk selamanya tetapi hanya untuk

sementara waktu saja. >°

Diantara perkawinan yang dilarang adalah nikah muhallil dan nikah mut“ah.
a. Nikah Muhallil
Nikah muhallil yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah
ditalak tiga kali setelah habis masa iddahnya atau telah menyetubuhinya lalu
menceraikanya dengan tujuan agar bekas suaminya yang pertama dapat

menikahinya kembali.>’

Lebih jelasnya pernikahan ini biasanya terjadi ketika mantan suami yang
telah mentalak isterinya tiga kali bermaksud untuk kembali lagi kepada
isterinya tadi, namun karena sudah ditalak tiga, ia tidak boleh langsung
menikahi mantan isterinya itu kecuali si isteri tadi menikah dahulu dengan

laki-laki lain. Untuk tujuan tersebut, kemudian laki-laki itu menyewa atau

36 Dr. Mardani,,, hlm. 38
37 Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.
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membayar laki-laki lain agar menikahi mantan isterinya tadi, dengan catatan
tidak boleh disetubuhi tapi harus sesegera mungkin diceraikan agar mantan

suaminya dapat menikahi kembali.

Orang yang dibayar untuk menikahi mantan isterinya, dalam istilah figh
disebut dengan a/-muhallil (yang menjadikan halal), sedangkan mantan suami

yang membayar laki-laki tersebut disebut dengan al-muhallalah.>®

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i akad nikahnya sendiri
dianggap sah Sedangkan Imam Malik berpendapat akadnya dapat difasakh
(rusak).”® Sayyid Sabiq dalam kitabnya figihussunnah mengatakan bahwa

persyaratan halalnya suami pertama kepada mantan isterinya yaitu:

1) Pernikahan wanita tersebut dengan suami kedua adalah pernikahan
yang sah.

2) Pernikahan tersebut adalah kehendak wajar, artinya bukan karena
suruhan atau paksaan.

3) Pernikahan itu adalah pernikahan yang hakiki atau yang sempurna,
artinya pernikahan yang mencakup akad dan wathi’ (hubungan
seksual).

b. Nikah Mut*“ah
Mut“ah secara bahasa bermakna bersenang-senang. Nikah mut“ah
dalam dunia sekarang disebut nikah kontrak. Maksudnya, seorang laki-laki
menikahi seorang wanita, hanya saja ketika akadnya ditentukan untuk

sementara.

Yang dimaksud nikah mut’ah adalah, seseorang menikah dengan
seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian
kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya
telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan

tanpa warisan.%0

38 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, him: 64.
% ibid, 68
60 Ash Shan’ani, Subulus Salam, Darul Kutub Ilmiyah (3/243).
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Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa
harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar
(upah) dan batas waktu tertentu. Misalnya tiga hari atau lebih, atau kurang.
Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada
mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan
dan tidak ada iddah kecuali istibra® (yaitu satu kali haidh bagi wanita
monopouse, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari
bagi yang suaminya meninggal), dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan.!
Rukun nikah mut’ah -menurut Syiah Imamiah- ada empat :

I3

1. Shighat, seperti ucapan : “aku nikahi engkau”, atau ‘“‘aku
mut’ahkan engkau”.

2. Calon istri, dan diutamakan dari wanita muslimah atau kitabiah.

3. Mahar, dengan syarat saling rela sekalipun hanya satu genggam
gandum.

4. Jangka waktu tertentu.%?

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 39.
mengatur tentang “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

dengan seorang wanita disebabkan alasan berikut ;

LARANGAN KAWIN
Pasal 39
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang
wanita disebabkan :

1) Karena pertalian nasab :

a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya
atau  keturunannya,
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

61 https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html
62 Fighus Sunnah, Sayid Sabiq (2/132).
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2) Karena pertalian kerabat semenda :

a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;

b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;

c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al
dukhul;

d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3)Karena pertalian sesusuan :

a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke
atas;

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus
ke bawah;
dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

d. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang

wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan
pria lain;
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang
mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya

telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.
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Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita

apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-

empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i

ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang

yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;

b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili*an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah

kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul

dan telah habis masa iddahnya.

II Tinjauan Umum Tentang Iddah
A. Pengertian ‘Iddah

Dalam Bahasa Arab, iddah di ambil dari kata-kata al-'adad (22=l))
yang berarti bilangan. Hal ini karena ketika berbicara tentang iddah,
biasanya akan berbicara tentang bilangan-bilangan kurun waktu seperti
bulan, tahun, dan lain-lain.

Imam  Zainuddin = Al-Malibari  dalam  kitabnya, Fathul

Mu’'inmemberikan definisi iddah menurut syarah sebagai berikut :

el gf Jaall cpa Lgan 5ol s 48 jmal 5 sall Lgud s 435 Baa

Jangka waktu dimana seorang perempuan menahan diri
(menunggu) agar dapat diketahui rahimnya itu bebas dari hamil atau
karena alasan ta abbud.®

63 ZainuddinAl-Malibari, Fathul Muin Syarah Qurrotul "Ain, Beirut: Daarul Fikr, hal. 37
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Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa point :

1 Iddah akan terjadi karena sebab terputusnya nikah seorang wanita
dengan suaminya, baik karena sebab wafat suaminya, atau karena
ditalaq (cerai).

2 Berbicara tentang iddah secara tidak langung akan berbicara pula
tentang bilangan masa (muddah) yang akan menentukan berapa lama
seorang perempuan akan menahan diri (tarabbuhs) sejak terputusnya
nikah sampai masa iddahnya selesai

3 Tujuan iddah yang dapat diterima dengan akal (ta'qqul) adalah untuk
memastikan bahwa dalam rahim si wanita yang telah berpisah dengan
suaminya itu bersih dari kehamilan. Sebab, seandainya tidak ada
iddah, bisa jadi ketika si wanita itu langsung menikah dengan lelaki
lain, akan sulit dibedakan anak dari suami mana yang akan kelak
dilahirkan. Permasalahan ini otomatis akan sambung-menyambung

tentang hak waris.

4 Alasan lain karena ta‘abbud. Ta'abbud adalah lawan dari ta‘aqqul,
dimana sebuah hukum apabila tidak ditemukan alasan yang logis
menurut akal, maka sebagai hamba kita tetap wajib melaksanakan

hukum iddah tersebut karena semata-mata taat kepada Allah.

Dalam Kamus Arab-Indonesia, ‘iddah berasal dari e - 3 2
(membilang, menghitung), 3/ )l 33 adalah jama’ dari 3 (Hari ‘iddah
perempuan)®* Sedangkan dalam kamus al-Munawwir ‘iddah berarti

sejumlah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘iddah adalah masa tunggu
bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak ataupun
bercerai mati, wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama

tiga kali suci dari menstruasi.®®

64 Al-Munawwir, Kamus ..., hlm. 903
65 Depdiknas, Kamus..., hlm. 416.
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Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi ‘iddah adalah masa
menunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita (mantan isteri) yang
ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia diperbolehkan untuk

menikah kembali.®®

Menurut Muhammad Zaid al-Ibyani ‘iddah dalam istilah para ahli
figih adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus

perkawinan atau karena perkawinan subhat.’

Abu Yahya Zakariyya al-Anshari memberikan definisi ‘iddah
hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh al-Dimyati, yaitu
sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian

rahim, untuk beribadah, atau untuk berkabung atas kematian suaminya.%®

Menurut H.S.A Al Hamdani berpendapat bahwa ‘iddah menurut
syara’ adalah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang

perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.®

Menurut al-Jaziri, ‘iddah secara istilah memiliki makna yang lebih
luas dari makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak
hanya didasarkan oleh masa haid atau sucinya, tetapi terkadang didasarkan
pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut

wanita dilarang menikah dengan laki-laki lain.”®

Dalam Kitab Figh as-Sunnah Sayyid Sabiq juga berpendapat

mengenai pengertian dari ‘iddah, yaitu:

P X BT ALY (pa by 3i_sal) dsant La @) islaal) g axd) (e sdala A Bl
T1Lgd 4313 o) g9 Bl wry g g i) (8 aial g B pal) Lo BT () Baall

% Muhammad Bagir Al-Habsyi, Figih Praktis Menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para
Ulama, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 221.

“’Muhammad Isna Wahyudi, Figih ‘iddah; Klasik dan Kontemporer, Yogyakarta:
Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 77.

6 Muhammad Isna Wahyudi,.,,,, him 77

% H.S.A. Hamdani, Risalah Nikah, Bandung: Pustaka Imani, 1989, him. 251.

YAbdurrahman Al-Jaziri, al-Figh ala al-Madzahibul al-Arba’h, juz 4. Libanon: , Darl Kutub al-
Ilmiyah, 2003, hlm. 513.

"I Sabiq, Figh..., hlm. 277
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Berdasarkan kutipan diatas, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa
‘iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri)
menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah

berpisah dengan suaminya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ‘iddah merupakan masa yang
ditentukan oleh syari’ pasca perceraian, dimana dalam masa tersebut
perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai

masa tersebut.

Para ulama ini berbeda pendapat mengenai pengertian ‘iddah, dari
golongan ulama Syafi’iah berpendapat :
“Masa yang harus dilalui oleh isteri untuk mengetahui bebasnya

(kesucian) rahimnya, mengabdi, atau berbela sungkawa atas suaminya”.

Sedangkan menurut golongan ulama Hanafiah berpendapat bahwa
‘iddah adalah:

“Suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui

sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan’.”?

Dari berbagai definisi ‘iddah yang telah dikemukakan diatas, maka
dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fikih, sebagaimana yang
terdapat dalam kitab fikih Wanita, kewajiban ‘iddah hanya berlaku bagi
perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta’abbud),
maupun berkabung (tafajju’) atas kematian suaminya, yang selama masa

tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

72 Abdurrahman al-Jaziri, ,,, hlm. 451-454.
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B. Dalil Tentang Hukum Iddah
Seluruh ulama sepakat atas wajibnya ‘iddah, pada sebagian landasan
pokoknya diambil dari Al-Quran dan Al Hadits, setelah itu ijma’ para ulama.
Dalam surat Al-Baqoroh ayat 228:

A ) o A ALY 318 o ) Y 5.9 050 gy s AL
DA 50 (B il oS 15401 ) 3 o i 550 s LAY ol 4l o)
S8 T 3p A3 a5 gl U0 il

Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga
kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para
suami mereka lebih berhak kembali kepda mereka dalam (masa) itu, jika mereka
menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami,
mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

(Al-Bagoroh : 228)

Adapun dalil dari Sunnah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita
untuk ber-iddah adalah

S o G (s By el S iy (i Dl AT 1030 W i (5 5 0
gl Al Lo all) Jou) pliad o0 Lgillud (ud oy dabld o Gl (8 (el o8 gl Nl
o -alag e Al Lo Al Jgu) ) Adalldd GlEh A5 el il Gl ile _alug

PP NNV N B S GV PR N VP ) P PR C A I T v i WA

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan
kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar, Hushain,
Mughirah, Asy'ats, Mujalid, Isma'il bin Abi Khalid, dan Daud, semuanya dari Asy
Sya'bi dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais untuk menanyakan
tentang keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas dirinya. Dia
menjawab;, Dulu suamiku pernah menceraikanku dengan talak tiga. Dia
melanjutkan, Kemudian saya mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam mengenai tempat tinggal dan nafkah. Dia melanjutkan;, Namun
beliau tidak menjadikan tempat tinggal untukku dan tidak juga nafkah, bahkan
beliau menyuruhku menunggu masa iddah di rumah Abdullah bin Ummi
Maktum." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah
mengabarkan kepada kami Husyaim dari Hushain, Daud, Mughirah, Isma'il, dan
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Asya'asy dari Asy Sya'bi bahwa dia berkata;, Saya pernah menemui Fathimah
binti Qais. Seperti hadits Zuhair dari 'Ashi (H.R Muslim no. 3778)

Dalil di atas menunjukkan bahwa iddah bagi seorang perempuan hukumnya
wajib. Artinya 1a akan berdosa apabila tidak mengazamkan dir1 untuk
melaksanakan iddah seperti langsung menikah dengan lelaki lain sebelum masa

iddahnya selesai.

Adapun kewajiban menjalankan ‘iddah bagi seorang perempuan setelah
perpisahan dengan suaminya, baik itu karena cerai talak, cerai gugat, fasakh,
maupun kematian suaminya, didasarkan pada al-quran dan hadis. Ayat al-Qur’an
yang menjadi dasar hukum ‘iddah salah satunya pada surat at-Talaq ayat: 1,
adalah sebagai berikut:

P AL ) 580 33811 ) sumnf g (i3] gillad pLul) il 13) o) LSl
“Hai Nabi Saw, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddah nya (yang
wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertagwalah kepada Allah Swt”.

Ayat tersebut diatas masih bersifat umum, yang mana belum dijelaskan
tentang ketentuan jumlah ‘iddah yang harus dijalani oleh wanita setelah ditalak.
Kemudian dikhususkan dengan surat al-Baqarah ayat 229 tentang ‘iddah bagi

wanita yang masih haid setelah ditalak suaminya, 73

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas, yang menjelaskan perihal ‘iddah, para
ulama’ telah sepakat bahwa ‘iddah hukumnya wajib bagi perempuan pasca

perceraian dengan suaminya, baik karena talak ataupun kematian. 74

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai penafsiran Quru’, pada ayat 228
surat al-Baqarah diatas, sebagian ulama’ berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan quru’ pada ayat diatas adalah haid, dan ini adalah pendapat para pembesar
shahabat diantaranya adalah para khalifah yang empat, Ibnu Mas’ud, Muadz, Abu
Hanifah dan lainnya. Sedang sebagiannya lagi berpendapat bahwa yang dimaksud

Muhammad Isna Wahyudi, Figih ‘iddah;, Klasik dan Kontemporer, Yogyakarta:
Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 77.

74 Abdurrahman Al-Jaziri, al-Figh ala al-Madzahibul al-Arba’h, juz 4. Libanon: , Darl Kutub al-
[lmiyah, 2003, hlm. 513.
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dengan quru’ pada ayat diatas adalah masa suci dari haid, dan ini adalah pendapat

Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Imam Syafi’i dan lainnya.

Seorang wanita yang dithalaq suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka
masa tunggu ‘iddahnya selama tiga quru, sebagaiamana yang tertulis dalam ayat
di atas. Terkait jumlah berapakah lamanya tiga quru tersebut terjadi perbedaan
pendapat antara para ulama ahli Figih. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu’

Syarah Al-Muhadzab memaknai quru dengan arti suci. ”

Sedangkan diantara hadits Nabi Muhammad SAW, yang menjadi dasar
hukum ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sebagai
berikut, Hadis Nabi yang diriwayatkan dalam kitab Shahihain dari Ummu
Habibah dan Zainab binti Jahsy yang keduanya Ummul Mukminin ra yaitu.”®

W) 795 B (o S0 l) S8 (s i o dad G AY) alally Al L a3 BN day
| i g el

Artinya: “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir
untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari tiga malam kecuali suaminya,
vaitu selama empat bulan sepuluh hari.’

’

75 Imam Muhyiddin An-Nawawi, Al-Majmu" Syarah Al-Muhadzzhab, (Libanon, Darul Kutub Al-
‘Ilmiyyah, 2011) juz. 21 hal. 546
76 Dr. Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, , Jakarta, Gema Insani,Press, 1995 him. 624
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C. Macam-Macam ‘Iddah
Adapun macam-macam ‘iddah berdasarkan kondisi wanita maupun sebab

perceraian, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi perempuan

a) Jika perceraian terjadi Sebelum hubungan suami istri maka tidak ada masa
‘iddah bagi istri pasca perceraian. Sedangkan apabila perceraian terjadi
setelah berhubungan maka ‘iddahnya tiga kali quru’.

b) Jika wanita dalam kondisi haid maka ‘iddahnya tiga quru’, sedangkan bagi
wanita yang telah monopouse”’ ‘iddahnya tiga bulan, dan untuk anak yang
belum baligh atau belum haid menurut ulama’ Hanabilah tidak ada‘iddah
baginya.

¢) Sedangakan untuk wanita hamil, ‘iddahnya hingga ia melahirkan.

2. Berdasarkan sebab perceraian
Ada dua macam ‘iddah berdasarkan sebab perceraian, yaitu ‘iddah karena

perceraian dan ‘iddah karena kematian suami.

a) ‘Iddah karena perceraian

‘Iddah memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum
sendiri. Kategori tersebut diantaranya adalah: perempuan yang diceraikan
dan belum disetubuhi dan perempuan yang diceraikan dan sudah

disetubuhi, adapun penjelasannyasebagai berikut:’®
1) Perempuan yang dicerai dan belum disetubuhi, tidak wajib menjalani
masa ‘iddah. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Ahzab

ayat 49, yang berbunyi:

Ole 281G [ Lol ) T8 (g (b sl 23 ) 5KG 1) ) il ) Ll
a1l s (G a s U sliad 65 5355 83 (4a
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka
sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa ‘iddah atas

77 Kamus KBBI ; Monopouse: berhentinya siklus haid
8 Dr. ‘Abd al-Qodir Manshur, Figh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah, Jakarta:
Penerbit Zaman, 2012, Him: 130
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mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka

muth’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-

baiknya.
2) Perempuan yang dicerai dan sudah disetubuhi”

Dalam perempuan yang termasuk dalam kategori ini, dia memiliki

dua keadaan, yaitu:

a) Perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa ‘iddah baginya
adalah sampai melahirkan kandungannya. Hal ini telah
dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Thalaq ayat: 4, yang
berbunyi:

(i e 5 A g A G5 5 e 25 0 5l O 9

“dan perempuan-perempuan yang hamil maka ‘iddah mereka

adalah sampai mereka melahirkan kandungannya”

b) Seorang wanita yang dithalaq suaminya sedangkan ia tidak
dalam keadaan haidh maka masa iddahnya adalah tiga quru.
Hukum ini diambil dari Kitaabullah yang ayatnya sebagai
berikut :

5 55 08 gl it UGNy

Wanita-wanita yang ditalaqg hendaklah menahan  diri
(menunggu) selama tiga quru. (Q.S. Al-Bagoroh : 228)

Seorang wanita yang dithalaq suaminya dalam keadaan tidak hamil,
maka masa tunggu ‘iddahnya selama tiga quru, sebagaiamana yang

tertulis dalam ayat di atas.

7 Asep Danang, Konsep Figh Iddah Bagi Suami, Semarang, IAIN Walisongo,2014, hlm. . 31
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3. ‘Iddah karena kematian

Adapun jenis ‘iddah yang kedua adalah ‘iddah karena kematian suami.

Dalam kasus ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu: 3

a)

b)

Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan
hamil, yang mana dalam kasus ini, masa ‘iddah baginya adalah empat
bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan
suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Hal ini berdasarkan

firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234.

GBS (I 36 (gT) 296 (5 i B aad LAY pisl Al U b 515y U

52 6 ) 5
Artinya: “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari
akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari tiga malam

’

kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.’

Adapun wanita yang ditinggal wafat suaminya sedang ia dalam keadaan
hamil, maka masa tunggu iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Hal
ini didasari pada firman Allah SWT
Selea Caay of felal QU &yt
Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah
sampai mereka melahirkan kandungannya. (Q.S At-Thalaq : 4)

Umpamanya setelah satu bulan berpisah dengan suaminya ternyata si

wanita tersebut melahirkan, maka masa iddahnya selama satu bulan. Masa

iddah akan selesai setelah ia melahirkan kandungannya.

80 Asep Danang, Konsep Figh Iddah Bagi Suami, Semarang, IAIN Walisongo,20/4, hlm. 3/
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Hikmah ‘Iddah
‘Iddah adalah masa menunggu di mana seorang wanita yang diceraikan atau
ditinggal mati suaminya. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau

menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.

38 £ o (B (0 « e 4l LIy 3R (e £8 A0 £8401 ¢ o (a3 LS )
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Diantara Hikmah yang ada di dalam konsep iddah adalah sebagai berikut,
‘iddah ditetapkan oleh syari’ah karena mengandung sekian banyak nilai dan

hikmah yang sesuai dengan tujuan syari’at, antara lain:

1. Memastikan kekosongan rahim, agar tidak terjadi percampuran dua sperma
laki-laki atau lebih dalam satu rahim yang akan menyebabkan percampuran
dan kerusakan pada garis keturunan (nasab),

2. Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah
(ta’abbudi).

3. Memperpanjang masa rujuk bagi suami yang menceraikan istrinya dengan
harapan dia menyesali perbuatannya dan bersatu kembali. Selama masa
‘iddahdia mendapat waktu dan peluang yang cukup untuk memutuskan
rujuk kembali,

4. Menjaga hak suami, memberi kemaslahatan kepada istri, memelihara hak
anak dan menunaikan hak Allah yang wajib dikerjakannya. Dengan

demikian, ‘iddah mengandung berbagai macam hak.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah kita ketahui bahwasanya
disyari’at kannya ‘iddah bagi wanita yang telah putus perkawinannya mempunya
hikmah dan tujuan yang baik, diantaranya agar dapat memastikan kekosongan
rahim, memberitahu akan pentingnya suatu perkawinan, dan memelihara hak

Allah pada umumnya, dan menjaga hak suami istri dan anak pada khususnya.3?

81' Al Bujairomi, Hasyiah Al Burairomi Ala Manhaj, Maktabah, Juz, 13 , hlm. 421
82 Abdul Majid Khon, Figh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,
hlm. 320
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BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I
IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA IDDAH

I. Imam Malik
1. Biografi dan Pendidikan Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdillah Malik Ibn
Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amr Ibn Harits Ibn Ghaiman Ibn
Kutail Ibn Amr Ibn Harits al-Asbahi. Beliau dilahirkan di Madinah
pada tahun 93 H/712 M dan wafat tahun 179 H/796 M tepatnya pada
usia 86 tahun.® Beliau hidup pada zaman pemerintahan daulah
Abbasiyah, zaman dimana ilmu pengetahuan mulai berkembang
dengan pesat. Pada masa itu pula pengaruh ilmu pengetahuan Arab,

Persi dan Hindi tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat.?

Imam Malik lahir dan tumbuh di Madinah, kota dengan sumber
ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. Bahkan
kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpandang
dikota tersebut.®> Oleh karena itu, sejak kecil beliau tidak berniat
meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu karena beliau merasa
Madinah merupakan sumber ilmu. Keluarganya merupakan ulama ahli
hadits, sehingga Imam Malik pun menekuni hadits dan menimba ilmu

pada ayah dan paman-pamannya.

Sejak kecil, Imam Malik dikenal sebagai pribadi yang gemar
menuntut ilmu. Kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menghafal al-

Qur’an, kemudian menghafal Hadits Rasulullah Saw. Dalam catatan

83 Abdul Mujib, Kawasan dan Wawasan Studi Islam, Bandung: Kencana, 2007, hlm. 184.

84 Ahmad al-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab, Penerjemah: Sabil Huda, H.A.
Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2008, hlm. 72.

8 Tim Ilmiah Purnasiswa, Sejarah Tasyri’ Islam, Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual,
2006, him. 260.
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sejarah Ahmad Syarbashi (ahli sejarah madzhab-madzhab fikh Mesir),
suatu ketika Imam Malik menghadiri pelajaran hadits pada seorang
tokoh hadits yang bernama Ibn Syihab al-Zuhri (51-124H), dengan
hanya mendengar bacaan hadits gurunya itu, ia mampu menghafal 29
dari 30 hadits yang dibacakan. Hampir seluruh ahli hadits dan fikih di
Madinah didatangi Imam Malik untuk menimba ilmu.®¢ Tercatat Imam
Malik pernah berguru pada ulama-ulama terkenal pada masa itu
seperti: Abd al-Rahman Ibn Hurmuz, Nafi’ Maulana Ibn Umar, serta
Ibn Syihab al-Zuhri dan masih banyak ulama-ulama lain. Sedangkan
murid-murid Imam Malik diantaranya adalah Abu Muhammad
Abdullah Ibn Wahab, Asbah Ibn Farj, Imam Syafi’i, Muhammad Ibn

Ibrahim dan lain-lain.87

2. Karya-karya dan Pokok Pemikiran Imam Malik

Banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Imam Malik
memiliki karya yang banyak, tercatat diantara karya-karya beliau
adalah: Kitab 'Agdiyah, Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-
Qamar, Tafsir li Gharib al-Qur’an, Manasik, Ahkam al-Qur’an, tafsir
al-Qur’an, al-Mudawanah al-Kubra, Risalah ibn Matruf Gassan,
Risalah ila al-Lais, Risalah ila ibn Wahb, dan al-Muwwatha’. Namun
demikian, karya yang sampai kepada kita hanya dua yakni, al-

Muwwatha' dan al-Mudawwanah al-Kubra.%$

Al-Muwwatha’ merupakan kitab hadits sekaligus fikih dimana
didalam kitab tersebut, Imam Malik menghimpun hadits-hadits dalam
tema-tema figh yang beliau bahas seperti praktek atau amalan
penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang beliau temui, serta pendapat
sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.?® Sedangkan kitab

al-Mudawwanah al-Kubra sejatinya merupakan catatan seorang murid

86 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve,
1996, cet. 1, him. 1092.

87 Hasan Al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 37.

8 M. Alfatih Suryadilaga (ed), Studi Kitab Hadis, Y ogyakarta: Teras, 2003, hlm. 6.

8 Abdul Aziz Dahlan, , him. 1093.
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beliau yang bernama Abdu al-Salam Ibn Sa’id al-Tanukhi yang lebih
dikenal dengan nama Sahnun (wafat pada tahun 240 H), kitab ini
kemudian diteliti oleh Abdu al-Rahman Ibnu al-Qasim (128-191 H).
Sehingga tidak jarang orang-orang menganggap Ibn al-Qasim sebagai

pemilik dan penulis al-Mudawwanah.*’

Adapun pokok-pokok pemikiran Imam Malik, khusunya dalam
membentuk madzhabnya hanya diketahui dari kesimpulan para murid
atau pengikutnya berdasarkan karya-karyanya di bidang fikih maupun
di bidang hadits, seperti dari kitab al-Muwwatha’ dan al-Mudawwanah
al-Kubra. Sebelum melakukan ijtihad, Imam Malik lebih dulu meneliti
apa yang tertera dalam al-Qur’an, al-sunnah, amalan penduduk
Madinah, dan fatwa sahabat. Setelah hukum suatu masalah tidak
ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, barulah beliau melakukan
ijtihad dengan giyas, istihsan, istihlah (al-maslahah al-mursalah), dan

sadd al-dzari’ah (mencari inti masalah dan dampak suatu perbuatan).!

3. Istinbath Hukum Imam Malik
Perlu diketahui bahwa dalil-dalil syara’ yang disepakati sebagai
dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan
manusia itu ada empat, berikut sekaligus urutan penggunaanya: al-

Qur’an, al-sunnah, ijma’ dan giyas.”

Adapun bukti mengenai penggunaan empat dalil tersebut adalah
firman Allah Swt. Dalam surah al-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

P (b Al b akia ¥l gl J gl ) gadal’y All) ) gadal ) gkl il LSl
S g5 Cpuially A A AT 2l g Al ¢ glaeh K () (3 gl g Al Y 5 50

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta’atilah Rasul
(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah (al-
Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman pada

% Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam
Madinah, Jakarta: Zaman, 2012, hlm.270.

! Abdul Aziz Dahlan, op. cit., hlm. 1093.

2Abd al-Wahhab Khallaf, llmu Usul Figh, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani,
2003, cet. 1, him. 13.
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Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya.®’

Kemudian masing-masing Imam Madzhab, dalam menggali
hukum (istinbath) berpedoman pada sumber yang berbeda. Oleh
karenanya, tidak heran jika terjadi ikhtilaf. Imam Malik yang memang
sejak kecil sudah bergelut menekuni ilmu hadits. Selain karena
memang lingkungan keluarganya, juga karena beliau hidup di Madinah
kota dimana Rasulullah Saw menyebarkan dan mengembangkan Islam.
Dalam menggali hukum-hukum (istinbath), Imam Malik berpegang

pada sumber-sumber sebagi berikut:

1. Al-Qur’an
Di atas telah sedikit dijelaskan mengenai kehujjahan al-
Qur’an sebagai sumber hukum. Al-Qur’an didefinisikan sebagai
firman Allah yang diturunkan pada hati Rasulullah Muhammad
melalui malaikat jibril dengan berbahasa/lafadz arab, sebagai
undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia, dimana

membacanya merupakan ibadah.**

Selanjutkan terkait al-Qur’an sebagai sumber, Imam Malik
sangat memperhatikan ‘i/lat yang disebutkan dalam nash (a/-tanbih
ala al-‘illat), kemudian mengembangkannya kepada sesuatu yang

tidak disebutkan tetapi mempunyai ‘i//at yang sama.®

2. Al-Sunnah
Sunnah sebagai sumber kedua, merupakan penerang, penjelas

sekaligus penegas hukum-hukum al-Qur’an yang mengurai teks-

3 Depag R, al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta:, 2010, him. 128.
% Abd al-Wahhab Khallaf, op. cit, hlm. 17.
% Kasuwi Saiban, Metode Ijtihad Ibnu Rusdy, Malang: Kutub Minar, 2005, hlm.180.
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teksnya yang membutuhkan penjelasan dan keterangan lebih

lanjut.%®

Dalam menggunakan sunnah atau hadits sebagai sumber
hukum, Imam Malik hanya berpegang atau mengambil hukum
pada hadits mutawatir, hadits sahabat, tabi’in atau tabi’tabi’in,
dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu. Kemudian beliau
juga menggunakan khabar ahad, walaupun dalam prakteknya

beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah.®’

3. Amalan Penduduk Madinah

Pada awal sub bab istinbath Imam Malik di atas, telah
dijelaskan mengenai dalil yang muttafaq, dimana termasuk
didalamnya adalah ijma’. Sehingga sejatinya memang Imam Malik
pun sebelum menggunakan amalan penduduk Madinah sebagai
sumber hukum, beliau terlebih dahulu melihat ijma’ sahabat,
sebagaimana ungkapan Imam Syaukani “ijma al-shahabah hujjah
bila khilaf’ dalam Irsyad al-Fuhul lla Tahqiq al-Haqq Min Ilmi
al-Ushul®®

Yang dimaksud amalan penduduk Madinah adalah ijma’ atau
kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh
Rasul, bukan dari hasil ijtihad ahlul Madinah. Seperti menentukan
ukuran atau kadar mudd dan sho’, serta amalan-amalan rutin
seperti adzan dan igamah di tempat yang tinggi dan lain-lain.
Amalan ahli Madinah lebih diutamakan dari pada khabar Ahad

sebab merupakan prakteik sekaligus pemberitaan oleh jama'ah,

9 Muchlis M Hanafi dkk, Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi, Jakarta: Lentera Hati,
Jil.1, 2013, him. 139.
97 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’, Jakarta: Amzah, 2009, cet. 1, him. 183.
%8 al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul lla Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul, Kitab Digital
Maktabah Syamilah, Juz 1, hlm. 217.
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sedangkan khabar ahad hanya merupakan pemberitaan

perorangan.”’

4. Fatwa Sahabat
Setelah Rasulullah wafat, tampilah kelompok sahabat yang
memeberikan fatwa dan menetapkan hukum. Mereka orang-orang
yang memahami al-Qur’an dan ahli dalam figh karena mereka
lama bergaul dengan Rasulullah. Sehingga tidak diragukan lagi
akan kehujjahan fatwa mereka.!® Pendapat Imam Malik terkait

fatwa sahabat, didasarkan pada al-Qur’an surat Ali Imran ayat 110
) (B sy g aally 0155l Gl i AT AT A A

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang
mungkar.'"!

5. Qiyas
Dalam menggunakan qiyas, Imam Malik menempatkanya
setelah al-Qur’an, hadits, dan fatwa sahabat.!”? Qiyas adalah
menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash
hukum dengan peristiwa yang memiliki nash hukum, sebab sama

dalam ‘i/lat hukumnya.!3

6. Maslahah Mursalah
Menurut istilah wshuliyyin  (ahli ushul fikih) adalah
kemaslahatan yang oleh syari’ tidak dibuatkan hukum untuk
mewujudkanya, tidak ada dalil syara’ yang melegitimasi ataupun
membatalkan kemaslahatan tersebut. Namun demikian, penetapan

hukum tidak lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat

% Tim Ilmiah Purnasiswa Lirboyo, op.cit, hlm. 261.

100 Abd al-Wahhab Khallaf, op.cit, him. 128.

101 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Petafsir al-Qur’an, op.cit, hlm. 94.

102 Muhammad Ma’sum Zaini, llmu Ushul figih, Jombang: Darul Hikmah, 2008, him. 72
103 Abd al-Wahhab Khallaf, op. cit, him. 65.
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manusia.' Oleh karena itu dalam menentukan hukum syara’,
kemaslahatan merupakan faktor yang paling utama untuk

dijadikan dasar.

7. Istihsan
Istihsan menurut Imam Malik adalah mengambil maslahah
yang bersifat juz’i (persial) untuk menghadapi dalil yang bersifat
kully (global). Dalam fiqih madzhab Malikiyah banyak hukum-
hukum yang dilandaskan pada istihsan sebagai alat untuk

mentarjih dalil-dalil yang saling bertentangan.

Contohnya adalah praktik utang-piutang yang asalnya termasuk riba
karena merupakan pertukaran sesama dirham (uang dengan uang) dengan
tempo, kemudian berdasarkan istihsan praktik ini boleh karena
mengandung unsur mengasihi dan tolong-menolong diantara manusia. Jika
praktik ini dilarang, maka akan menimbulkan haraj (kesulitan) bagi

manusia.!05

4. Pendapat Imam Malik Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam
Masa Iddah

Para Ulama berpendapat yang diambilkan dari dalil firman Allah QS
Al-Baqarah ayat ; 235

¢ Band) ol 3 pall g (Ada) GliS) Ay s ZISH) BaBe ) gaali Wy ) o Mlad 4l ghy | glaia g
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"Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah,
sebelum habis 'iddahnya." Makna ayat ini: janganlah melakukan akad nikah
pada masa iddah atau jangan melakukan akad nikah kecuali setelah selesai
masa iddah sebagaimana ditetapkan Allah

104 1pid, him. 110.
105 Tariq Suwaidan, op.cit, hlm. 283.
106 Husain bin Audah, Al-Mausuah Al-Fighiyah, Maktabah Digital Syamilah. Juz 29 hlm. 346
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Imam Maliki mengartikan definisi iddah sebagai masa yang mencegah

wanita untuk melangsungkan sebuah pernikahan setelah terjadinya talak,
rusaknya pernikahan atau ditinggal mati suaminya.

o oSly mall 1ags saadl an ¥ LW edags dgudl) eda sy auldl) Sially edagll of alas el
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Dalam keterangan diatas dapat diketahui bahwa Imam Maliki tidak

mewajibkan iddah bagi wanita yang melakukan persetubuhan dengan akad

yang fasid, wati syubhat dan perzinahan.

Pendapat Imam Maliki dari definisi iddah di atas, diketahui bahwasannya
persetubuhan (wati’) dengan akad yang rusak, persetubuhan syubhat dan
persetubuhan zina tidak diwajibkan untuk beriddah, dengan definisi iddah
di atas, akan tetapi dari setiap persetubuhan tersebut harus mensucikan

rahimnya seperti ukuran masa iddah”.

Dapat kita pahami dari keterangan yang dikemukakan di atas,
sesungguhnya Imam Maliki tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang
disetubuhi (wati’) secara syubhat dan beliau hanya mewajibkan iddah
kepada seorang wanita yang sudah berada dalam tali pernikahan yang sah,
sehingga persetubuhan syubhat tidak terdapat tali pernikahan di dalamnya.
oleh karena itu, Imam Maliki menyamakan persetubuhan syubhat dengan
zina. Maka wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang

sama dengan iddah.

107 Thid ,
108 Hysain bin Audabh, ,,, hlm. 346
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Adapun tentang apakah boleh atau tidaknya suami kedua menikahi si
wanita ini ada dua pendapat. Pertama, si pria tidak boleh menikahi si wanita
selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab

Hanbali dan qaul gadim Imam Syafi'i sebagaimana diterangkan,

| il ol 554 G35 U ) 0 e el L) 5 S 1 A0 08 A
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Kemudian Imam Malik berpendapat bahwasanya akibat hukum dari
menikahi wanita dalam masa iddah dihukumi haram sebagaimana pendapat

Imam Malik berdasarkan hadits :

Claall G yee L i ¢ Lgine (g iaid ¢ Lgilla g ) 205 ) A ) ulS DpanY) Asglla
O b gine 8 a5 el Lagl 1 jae JU & ¢ Lagiar (3085 ¢ <l juia 43835 Lean s ) g
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Sesungguhnya Tulaihah Al-Asadiyah merupakan istri dari Rasyid As-
Tsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikah dengan pria lain
dalam masa iddah. Lalu Umar bin Khattab memukulnya dan memukul
suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan keduanya. Umar lalu
berkata, "Perempuan manasaja yang menikah saat masa iddah apabila
belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya lalu si perempuan
menyelesaikan iddah yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai
masa iddah) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan
menikahinya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim, maka harus
dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu iddah dari suami
pertama, lalu melakukan iddah dari yang kedua, kemudian tidak boleh
menikah dengan pria kedua selamanya.

199 Tbnu Qudamah AI-Mughni, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172
19 Tbnu Qudamah AI-Mughni, hlm.173



50

II. Imam Syafi’i
1. Biografi dan Pendidikan Imam Syafi’i

Imam Syafi’i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad Ibn
Idris Ibn al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi'i Ibn al-Saib Ibn Ubaid Ibn Abdu
Yazid Ibn Hasyim Ibn al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab.!!!
Beliau dilahirkan di Guzzah, suatu kampung dalam jajahan Palestina yang
masih masuk wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bertepatan dengan
wafatnya Imam Hanafi.!'> Nasab Imam Syafi’i bertemu dengan nasab Nabi
Muhammad Saw pada Abdul Manaf, yang mana Abdul Manaf, kakek
kesembilan dari Imam Syafi’i merupakan kakek keempat dari Nabi

Muhammad Saw.

Syafi’i kecil sudah memulai menghafal al-Qur’an dan menghafal hadits.
Terbukti belum genap 7 tahun beliau mampu mengkhatamkan al-Qur’an,
bahkan ketika berumur 15 tahun beliau telah dapat menghafal kitab al-
Muwatha’ karya Imam Malik, dimana pada masa itu Imam Malik adalah
seorang ulama yang sangat terkenal di kota Madinah. Meskipun beliau telah
hafal al-Muwatha’, tetapi belum puas hatinya jika belum berjumpa sendiri
dengan Imam Malik, oleh sebab itu diusianya yang ke-20 beliau meminta
persetujuan para gurunya di Makkah untuk menimba ilmu kepada Imam

Malik yang merupakan seorang ulama ahli hadits.!!3

Setelah wafatnya Imam Malik (179 H), beliau kemudian berangkat ke
Yaman untuk mencari nafkah. Setelah dari Yaman menuju ke Baghdad untuk
mendalami fikih aliran ra’yu, terutama kepada Muhammad Ibn Hasan al-
Syaibani, sahabat sekaligus murid dari Imam Abu Hanifah. Setelah menuntut
ilmu di Baghdad, lalu beliau kembali ke Makkah dan mulai mengajar serta
mengembangkan ilmunya dan mulai berijtthad dalam membentuk fatwa-
fatwa fikihnya. Selain di Makkah beliau juga pernah belajar di Baghdad (195-
197 H), yang pada akhirnya beliau menetap di Mesir (198-204 H).

A, Djazuli, Ilmu Figh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta:
Kencana, cet. 5, 2005, him. 129.

12 M. Ali Hasan, Pebandingan Mazhab, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 203.

113 Abdul Rahman, Perbandingan Madzhab-Madzhab, Bandung: Sinar Baru, 1986, him. 158
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Di Makkah sendiri, tercatat ada beberapa nama yang menjadi guru
Imam Syafi’i, antara lain: Sufyan Ibn 'Uyainah, Muslim Ibn Khalid al-Zinji,
Sa'id Ibn Salim al-Kaddah.'!4

Adapun murid-muridnya, antara lain: Ahmad Ibn Khalid al-Khalal,
Imam Ahmad Bin Hambal, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Said Al-Syaifari,
Muhammad Bin Abd al-Hakam, Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid al-Yaman,
Ismail Ibn Yahya, al-Muzanni, Hasan Ibn Muhammad Ibn Sabah al-Bagdadi,
al-Za’farani, Husain Ibn Ali Ibn Yazid al-Karabisi, Harmalah Ibn Yahya Ibn
Abdullah al-Tajibi, Robi’ Ibn Sulaiman al-Muradi, Abu Bakar al-Humaidi,
Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti dan Yunus Ibn Abd al-A’la.'!s

Beliau Imam Syafi’i wafat pada usia 55 tahun (tahun 204 H), tepatnya
pada hari kamis malam jum’at setelah shalat maghrib pada bulan Rajab yang

bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819 M di Mesir.!!®

2. Karya-karya dan Pokok Pemikiran Imam Syafi’i
Imam Asy-Syafi’i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Para
ahli sejarah mengatakan bahwa beliau menyusun kurang lebih 113 buah kitab,
yang mana terbagi dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu

fikih, tafsir, sastra (adab) dan usul fikih.'!”

Kitab al-Risalah merupakan karyanya yang pertama yang juga
merupakan kitab ushul fikih yang pertama kali. Oleh karena itu, beliau Imam
Syafi’i dikenal sebagai peletak ilmu ushul figh. Di dalam al-Risalah
diterangkan pokok-pokok pemikiran Imam Syafi’i dalam menetapkan

hukum.!®

14 Saifudin Nur, Ilmu Figh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam, Bandung
Tafakur, 2007, cet. 1, hIm. 99-100

115Abdullah Musthafa al-Maraghi, Fath al-Mubin fi Tabagat al-Ushuliyyin, ter. Husain
Muhammad, Pakar-pakar Figih Sepanjang Sejarah, Y ogyakarta: LKPSM, 2001, him. 95

116 M. Bahri Ghazali dan Djumaris, Perbandingan Mazhab, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992, cet 1,
hlm. 79.

117 Abdullah Musthafa al-Maraghi, hlm. 160.

118 A, Djazuli, hlm. 131-132.
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Kitab al-Umm yang berarti induk adalah karya Syafi’i yang mana
sebagian besar isinya merupakan kumpulan kitab-kitab kecil lain yang beliau
susun sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya di Mesir beliau
menghimpun semua kitab-kitab kecil lalu diringkas dalam sebuah karya yang
utuh, kemudian meminta kepada muridnya yaitu al-Rabi’ Ibn Sulaiman al-
Muradi untuk menuliskannya.!!’® Kitab ini berisi masalah-masalah figh yang
dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam al-
Risalah.'*® AI-Umm memuat pendapat Imam Syafi’i dalam berbagai masalah
figh, baik ketika beliau di Baghdad maupun Mesir atau yang lebih dikenal
dengan isilah al-qaul al-gadim dan al-qaul al-jadid.'?'

Terkait pokok pemikiran beliau, dijelaskan bahwa sumber-sumber
pembentukan hukum madzahab Syaf’i dengan menggunakan al-Qur’an,
sunnah, ijma’ dan juga qiyas.'?” Menurutnya, apabila suatu hukum tidak
termaktub dalam al-Qur’an dan Hadits, maka dengan qiyas segala masalah
akan terjawab. Dengan qiyas menurutnya segala hasil ijtihad akan terjamin

hubungannya dengan al-Qur’an.

3. Istinbath Hukum Imam Syafi’i

Di atas sudah dijelaskan bahwa Imam Syafi’i merupakan pengarang
sekaligus peletak ilmu usul figh. Selain itu, beliau merupakan ulama yang
dapat meperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta
menempatkan kedua aliran, yakni aliran ra’yu dan hadits secara
proporsional.'>® Hal tersebut tentunya tidak lepas dari latar belakang
pendidikan beliau dimana memang beliau pernah menimba ilmu dari Imam
Malik sebagai ulama ahli hadits dan Imam Hasan al-syaibani yang merupakan

murid Imam Hanafi sebagai ulama ahli ra yu.

119 Muchlis M Hanafi dkk, Biografi Lima Imam Madzhab, Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013, hlm.
238.

120 A, Djazuli, op. cit, hIm. 132.

121 Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, cet.
5, him. 217.

122 Muhammad Ibn Idris As-Syafi’i, al-Risalah, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, him. 30.

123 Abudin Nata, Masail al-Fighiyah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, cet. Ke-4, him. 36.



53

Dalam menggali hukum (istinbath), Imam Syafi’i berpegang pada al-

Qur’an, Sunnah, ijma’, dan giyas.'**

1)

2)

Al-Qur’an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Syafi’i menempatkan
Al-Qur’an pada urutan pertama sebagai sumber hukum, karena tidak
ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keontetikan Al-
Qur’an. Dalam pemahaman Imam Syafi’, beliau memperkenalkan
konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan, beliau mengklasifikasakan
dilalah nash atas ‘amm dan khas. Sehingga ada dilalah ‘amm dengan
maksud ‘amm, ada pula dilalah ‘amm dengan dua maksud ‘amm dan
khas, dan ada pula dilalah ‘amm dengan maksud khas. Klasifikasi ini
adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau
dengan istilah lain dilalah tersebut menunjuk pada makna implisit

bukan eksplisit.!?3

Al-sunnah

Sunnah secara bahasa adalah jalan yang dilalui. Sedangkan secara
istilah adalah ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Saw.!?¢ Dari
definisi tersebut dapat dipahami bahwa sunnah dipandang dari
bentuknya terbagi menjadi tiga, sedangkan jika dipandang dari segi
sanadnya, sunnah dibagi menjadi; sunnah mutawatirah, sunnah

masyhurah, dan sunnah ahad.

Sunnah mutawatirah adalah sunnah yang diriwayatkan dari
Rasulullah oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaan, masing-
masing tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Sunnah masyhurah

adalah sunnah yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang atau banyak

124 Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, hlm. 30.

125 Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, hlm. 23.

126 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min IImi al-Ushul, juz 1, Maktabah
Syamilah, hlm. 95.
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yang tidak sampai pada hitungan mutawatir. Sedangkan sunnah ahad

adalah sunnah yang diriwayatkan oleh perorangan.!?’

Menurut Imam Syafi’i al-sunnah merupakan sumber hukum yang
kedua setelah Al-Qur’an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam
menginterpretasikan Al-Qur’an yang mujmal, muthlag, dan ‘amm.'?®
Kemudian dalam penggunaanya sebagai salah satu sumber hukum, Imam
Syafi’i dan Imam lain sepakat untuk menggunakan hadits mutawatir dan
masyhur, namun demikian terkait hadits ahad dimana karena itu
termasuk dalil dzanni al-wurud, maka dalam penggunaanya harus
memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya harus tsiggah, berakal,
dlabit, mendengar sendiri dan tidak menyalahi ahli ilmu yang juga

meriwayatkan hadits.'*

3) Ijma’
Iima’ menurut ushuliyyin (ahli ushul fikih) adalah kesepakatan
semua mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas
hukum syara’ mengenai suatu kejadian. Sepakat disini adalah

menghukumi sama, tidak harus dalam satu forum.!3°
Ditinjau dari cara penetapanya, ijma’ dibagi menjadi dua, yaitu:

a) [jma’sharih, yaitu kesepakatan mujtahid atas hukum suatu kejadian
dengan cara mereka mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk
ucapan atau perbuatan yang mencerminkan pendapatnya.

b) [jma’ sukuti, yatu kesepakatan sebagian mujtahid atas suatu
peristiwa dengan fatwa atau putusan hukum, dan sebagian yang lai

diam, tidak mengemukakan komentarnya.!3!

127 Abd al-Wahhab Khallaf, hlm. 47-49.

128 Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, op.cit. him. 190.

129 Abdul Mugits, Kritik Nalar Figih Pesantren, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 79.
130 Abd al-Wahhab Khallaf, hlm. 54.

131 Ipid, him. 62.
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4) Qiyas
Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama
kali mengkaji giyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya)

adalah Imam Syafi’i.!*

Qiyas merupakan mashodirul ahkam yang keempat setelah Al-
Qur’an, As-Sunnah dan ijma’. Yakni cara mengishtinbatkan suatu
hukum dengan cara menganalogikan antara dua hal yang memiliki
kesamaan illat tetapi yang satu belum ada ketentuan hukumnya dalam

nash.
Al s LS e pdiall i e 68 gl VA il Le a bl

“Qiyas adalah metode berfikir untuk menemukan petunjuk makna
vang sesuai dengan khabar yang sudah ada dalam al-Qur’an dan
sunnah”.

Dari pengertian qiyas yangg dikemukakan di atas dapat
disimpulkan bahwa unsur pokok (rukun) giyas terdiri atas empat unsur
yangg berikut:

1) Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yangg sudah ada nash-nya

yangg dijadikan tempat meng-qiyas-kan. Ini berdasarkan
pengertian ashl menurut fugaha.
Sedangkan ashl menurut hukum teolog ialah suatu nash syara’
yangg menunjukkan ketentuan hukum, dengaan kata lain, suatu
nash yangg menjadi dasar hukum. Ashl itu disebut juga magqis
alaih (yangg dijadikan tempat meng-qiyas-kan), mahmul alaih
(tempat membandingkan), atau musyabbah bih (tempat
menyerupakan).

2) Far’u yaitu permasalahan yang tidak ada nash-nya. Far’u itulah

yangg dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengaan ashl.

132 Abu Zahrah, al-Syafi’i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara’uhu wa Fighuhu, Beirut: Dar al-
Fikr, 1997, him. 280.
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disebut juga magqis (yang dianalogikan) dan musyabbah (yang
disamakan).

3) Hukum Ashl, yaitu hukum syara’, yangg ditetapkan oleh suatu
nash.

4) TIllat, yaitu suatu sifat yangg terdapat pada ashl. Dengaan adanya
sifat itulah, ashl mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu
pula, terdapatt cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah
dengaan hukum ashl.!33

5) Qaul sahabat

Selain keempat sumber di atas, Imam Syafi’i juga gunakan qaul
sahabat dalam menggali hukum. Qaul sahabat merupakan tempat atau
rujukan dalam berfatwa dan merupakan sumber ijtihad ketika mncul
kasus-kasus baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Saw. Dalam

berfatwa, sahabat berbeda-beda sesuai penguasaan atau kematangan

mereka dalam bidang fikih.!34

Pendapat beliau terkait hal tersebut, sebagaimana tertera dalam al-
Umm, yakni: “tingkatan ilmu yang pertama adalah al-Kitab dan al-
Sunnah, kedua Ijma dalam masalah yang tidak dijumpai (ketentuanya)
dalam keduanya, ketiga ucapan sahabat yang tidak saling bertentangan
dengan qiyas, keempat perbedaan pendapat para sahabat, dan kelima

qiyas” .13

133 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figih, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, him. 86-87.
134 Wahbah Zuhaili, Ushul Figh al-Islami, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, him. 850.

135 Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, al-Umm, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz. 7, hlm
280.
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6) Istishab
Kedudukan  Istishhab  diantara  dalil-dalil  yang  lain
banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hirarki ijtihad, istishhab
termasuk dalil atau pegangan yang terakhir bagi seorang mujtahid

setelah ia tidak menemukan dalil dari al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’ atau

qiyas.

Menurut istilah Ushuliyyin, istishab adalah menghukumi sesuatu
dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang
menunjukkan perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan hukum
sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukan

adanya perubahan.!3¢

Pendapat Imam Syafi’i tentang Implementasi Hukum Menikahi
Wanita Dalam Masa Iddah
Ayat al-Qur’an yang menjadi dasar hukum ‘iddah salah satunya pada surat
at-Talaq ayat: 1, adalah sebagai berikut:

A All) 1 8319 Baad) ) guanly iguitad (b glllad T A58 1) ) gl
“Hai Nabi Saw, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddah nya

(vang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertagwalah kepada
Allah Swt”.

Seorang wanita yang dithalak suaminya sedangkan ia tidak dalam
keadaan hamil maka masa iddahnya adalah tiga guru. Hukum ini diambil
dari Ayat al-Qur’an yang ayatnya sebagai berikut :

pALA 28 Dl il IR
Wanita-wanita yang ditalaqg hendaklah menahan diri (menunggu) selama

tiga quru. (Q.S. Al-Bagoroh : 228)

b Ciglal Al 138 15y gl Al ey a5 B ol pKie B Cnill s
i (sl Ly Al g iy Coguadlf (B (ol Lo pX000 U

136 Abd al-Wahhab Khallaf, Usul Figh, him 121.
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Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan
dirinya (ber-iddah) selama empat bulan sepuluh hari. (Q.S Al-Bagoroh :
234)

Ulama mazhab berbeda pendapat menanggapi makna quru’. Imam
Maliki dan Syafii menginterpretasikan quru’dengan masa suci (dalam
keadaan tidak haid) yang apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada
istrinya pada masa suci (sedang tidak haidl) maka iddahnya dihitung sejak
masa itu yang kemudian disempuranakan dengan dua kali masa suci
sesudahnya.

Sedangkan Imam Hanafi dan Hambali menginterpretasikan quru’itu
dengan masa haidh, yang apabila seorang wanita dicerai suaminya dalam
keadaan suci, maka iddahnya dihitung sejak pertama kali ia haidh setelah
berakhir masa sucinya ketika ia diceraikan. Dengan kata lain ia harus

menjalani iddahnya tiga kali haidh secara penuh..!37

cgiall o8 LS faaly Y8 ganll g o 8 o) iV dlsadl ol sall )l - dlal)
sy eodie Cnls oy e agiay dilanall JUS e Jsiia el 138 ol el e ) glai) S8
O @& ol slina o 3l 0 1) I8 aglS oV 5ed celaall gl g ol 5 (e sl s (Olaic s S
13) ol iy BV gl Camny Vg el W aa 1 JAls (e 2 dg a0 58 5aed) (& el sl
o slra il 5f 8zl

sliza () ) sguialld co 3l ina 8 Calia) 88 Al g (Y1 Jhsadl (e ol sl el o) g8 - AL
GOl il (e 2]y aey Cuzla o3l jeha (e dlaal Al 8 Ll 1 () (e ekl
Cocala 136 (Gl Theda Ll Can o jeday (s AT B e Cucala 136 of jeda 138 Ll Caa Adaaly
Al Jll dmpall 3 Jsaally Gl edall Alely Lgtae iy (A6 Teda Led cana o g
A yide s il O Gasl Y Allally Aiall U5 WS panll jekall Line di tpgeny JB5
Gl 8 sl puimall aal b allasind g o) sl o Lagad Jastise 568 ¢ yeall 5 (and) o
o o8 L 1a elall ¥ (anll ga Lail s sl Be) 4y Jaasd 538 SIS IS 13
Lo 1583 ol (815l e o 3l @) (g gaa o 4dl allalld casl od y aly ASI) JSins
Al daa) Ll Cunat Jgd ¢ il oL Lgslha 13)

137 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terjemah, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Amani, 1989, him. 60



59

Osd Dedall 831 G das e 4l g alug adde AT Lo all) Jau )y Saale ((adlED J1)
Calla ol Lie Ja0S Mia Y 1alh Gk O < Dgide Ja) (A il > 185 (i)

Adapun dalil dari Sunnah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita

untuk ber-iddah adalah

o 0 Ly Sy ol £y iy e ) 2 L o i)
sha- a1l d}ujghasusgﬁmwﬁahfukushal;:d@@uﬁ\uc?@lisj\a)ﬂh
ale alll Lo alll JouT) J) A00alas Callsd a5 LAy etk Culled Lile el g agle 4l
Ao el Xl Gl aals A8 Y R Uag A - LG s KL el

138.€}j§;,

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah
menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami
Sayyar, Hushain, Mughirah, Asy'ats, Mujalid, Isma'il bin Abi Khalid, dan
Daud, semuanya dari Asy Sya'bi dia berkata; Saya pernah menemui
Fathimah binti Qais untuk menanyakan tentang keputusan Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam atas dirinya. Dia menjawab; Dulu suamiku
pernah menceraikanku dengan talak tiga. Dia melanjutkan, Kemudian saya
mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai
tempat tinggal dan nafkah. Dia melanjutkan, Namun beliau tidak
menjadikan tempat tinggal untukku dan tidak juga nafkah, bahkan beliau
menyuruhku menunggu masa iddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum."
Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan
kepada kami Husyaim dari Hushain, Daud, Mughirah, Isma'il, dan Asya'asy
dari Asy Sya'bi bahwa dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti
Qais. Seperti hadits Zuhair dari 'Ashi (H.R Muslim no. 3778)

Dalil di atas menunjukkan bahwa iddah bagi seorang perempuan
hukumnya wajib. Artinya ia akan berdosa apabila tidak melaksanakan iddah,

seperti langsung menikah dengan lelaki lain sebelum masa iddahnya selesai.!'?®

138 Imam Nawawi, Sohih muslim Maktabah Syamilah Digital no. 3778
139 Abdurrahman Al-Jaziri, al-Figh ala al-Madzahibul al-Arba’h, juz 4. Libanon: , Darl Kutub al-
[lmiyah, 2003, hlm. 513.
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Adapun kewajiban menjalankan ‘iddah bagi seorang perempuan setelah
perpisahan dengan suaminya, baik itu karena cerai talak, cerai gugat, fasakh,

maupun kematian suaminya, didasarkan pada Al-Quran dan Hadis.

Gy OF J& Sy 55 o Leaadil ol 2aaill o) Lean ) 8ol A jmal 31yl Lead s S 320 32a])
lesle ni Lgild Ay ) a5l a5 5k gall 815l A ally Aun 53l A ol jiaY 524l
S Al day ) Lsia daall 06K o) Jaal) paia g Baall cla@iy Jag pli (e, Lews ) el ul aal)

140 4y e gl 5 anldll 5 el sially e gl Sl Jasd 5aall

Di atas telah disebutkan bahwa Imam Syafi’i mengartikan iddah sebagai
masa untuk menunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui kesucian
rahimnya, untuk bertaabudi (beribadah) atau untuk berduka karena ditinggal
mati suaminya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa diwajibkannya iddah ialah
untuk menghormati 453\ 48le (sperma dari suami yang telah berubah

menjadi darah bakal calon anak).

L«.@.}L‘- u.l:\.\\‘) LJLSL@:\LJ} 6L€_\5C\.S.\]\ ?:3‘);:\.\ uLdLQ}b.A’JLi uLA]LC LAA} iz a C})S ‘J‘\ “\..l‘?lc‘j
13 V) adUay e aane Jhaly 45Y sl Al Gl Vs Ae ae 405 LY L g Vs LN s
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Imam Syafi’i mewajibkan iddah bagi wanita yang telah disetubuhi, baik
dengan akad shaheh, yaitu pernikahan yang sah, akad fasid (rusak), yaitu
pernikahan tanpa wali, tanpa saksi dan pernikahan yang berstatus sebagai

muhrimnya dan persetubuhan yang terdapat syubhat di dalamnya.

140 Tbid
181 Abdurrahman Al-Jaziri, al-Figh ala al-Madzahibul al-Arba’h, Maktabah Syamilah Digital juz
4. hlm. 464.
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Beliau mensyaratkan untuk selesainya iddah dengan kelahiran, agar
anak yang dikandungnya bernasab kepada laki-laki yang mempunyai hak
dalam beriddah. Imam Syafi’i mengkategorikan laki-laki yang mempunyai hak
dalam beriddah bagi persetubuhan dengan akad shaheh, akad fasid (rusak) dan
persetubuhan yang terdapat syubhat di dalamnya.

Apabila terjadi persetubuhan syubhat, Imam Syafi’i mewajibkan iddah
kepada wanita tersebut untuk memastikan kesucian pada rahimnya. Imam

Syafi’i dalam Qoul Qadim nya pada kitab al-Umm menyatakan:
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Dalam kutipan pendapat Imam Syafi’i diatas, dijelaskan bahwasanya
sahabat Ali menghukumi perempuan yang dinikahi dalam masa iddah, maka
beliau memutus pernikahan tersebut harus dipisahkan dan perempuan berhak
atas mahar karena laki-laki (suami kedua yang menikahinya pada masa
iddah) ia telah menggaulinya, bagi perempuan tersebut, wajib meneruskan
iddah yang ia rusak (iddah awal) kemudian menjalani iddah kedua dari laki-
laki kedua.

Adapun tentang apakah boleh atau tidaknya suami kedua menikahi si
wanita ini ada dua pendapat. Pertama, si pria tidak boleh menikahi si wanita
selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab

Hanbali dan qaul gadim Imam Syafi'i sebagaimana diterangkan,

slad My Lga g5 o AN Z g Ay ptanl) gLl ey Lgadhy of Ay s JU8 Alla
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Artinya: Boleh bagi si pria menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah
vakni boleh bagi suami kedua menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah .
Dari Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat lain bahwa si wanita haram
selamanya menikah dengan suami kedua, ini pendapat Imam Malik, dan
pendapat qaul gadim Imam Syafi'i berdasarkan pada ucapan Umar "Tidak
boleh si pria menikahinya selamanya."

142 Imam Syafi’l, Kitab Al Um, Maktabah Syamilah Digital, Juz 5, hlm 233
143 Tbnu Qudamah Al-Mughni, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172
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Sedangkan Pendapat Imam Syafi’i dalam Qoul Jadid nya pada kitab
al-Umm, disampaikan bahwa:
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Yang mana, pada pendapat Imam Syafi’i dalam Qoul Jadid diatas
diterangkan, Diceritakan dari Abdul Majid ibn Juraih bercerita bahwa
Imam ‘Atho * Sesungguhnya laki-laki yang telah mentalak isterinya , maka
isteri tersebut wajib iddah darinya, sehingga ketika masa iddahnya belum
selesai lalu ada seorang laki-laki lain yang menikahinya karena tidak
mengetahui masih dalam masa iddah pertama, lalu sampailah berita itu
kepada Sayyidina Ali RA. dan beliau memisakan keduanya serta
memerintakan untuk menyelesaikan sisa iddah dari suami pertama dan
dilanjutkan iddah dari suami yang kedua, jika semua iddah telah selesai
maka wanita tersebut boleh memilih menikahi lagi atau tidak,
Pendapat Qoul Jadid Syafi'i, si pria boleh menikahi si wanita setelah
iddah dilaksanakan dan diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari

madzhab Hanafi, dan Hanbali.
J¥) Bas pliad aey LgalSiad ; yaad) B adLAY) Y g

Artinya: Imam Syafi'i berkata dalam qaul jadid: "Bagi si pria boleh

menikahinya setelah habisnya iddah yang pertama.”

Namun apakah si wanita harus melakukan dua iddah atau cukup satu
iddah dari suami pertama saja, ini terjadi perbedaan ulama. Qoul Jadid
Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa si wanita cukup menyelesaikan satu
iddah saja yakni iddah suami pertama. sebagaimana dikutip oleh Ibnu
Qudamah dalam Al-Mughni'4

144 Imam Syafi’l, Kitab Al Um, Maktabah Syamilah Digital, Juz 5, hlm 234
145 Tbnu Qudamah Al-Mughni, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172
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BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFTI’I

IMPLEMENTASI HUKUM MENIKAHI WANITA DALAM MASA IDDAH

A. Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i

Terciptanya sebuah hukum terhadap suatu permasalahan yang muncul di
tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari persoalan Istinbat , artinya
mengeluarkan hukum dan dalil.'#¢ Jalan istinbat ini berupa kaidah-kaidah yang

berkaitan dengan pengeluaran hukum dari dalil tersebut.

Metodologi penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua
macam pendekatan, yaitu pendekatan lafaz (thuruq al-lafzhiyah) dan
pendekatan makna (thuruq al-ma’nawiyah). Pendekatan lafaz ialah
penguasaan terhadap makna dari lafaz - lafaz nash dan konotasinya dari segi
umum dan khusus, mengetahui dalalah-nya. Sedangkan pendekatan makna
yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti giyas,
istihsan, maslahah mursalah, dan lain-lain.!4’

Selain pemahaman terhadap nash syara’ harus dilaksanakan sesuai
dengan pemahaman dari ungkapan, isyarat, dalalah (petunjuk) atau
tuntutannya, karena memahami nash dengan salah satu dari empat cara tersebut
adalah pengertian nash, sedangkan nash adalah argumentasi dari pengertian
tersebut.!*® Berikut gambaran empat cara tersebut:!'4°

1. Ungkapan nash, yang dimaksud dengan pemahaman ini adalah arti

yang langsung dapat dipaham dari bentuk atau redaksinya.

2. Isyarat nash, adalah makna yang tidak secara langsung dipahami dari

kata-kata dan bukan maksud dari susunan atau redaksinya, melainkan
makna lazim yang sejalan dengan makna yang langsung dari

redaksinya.

146 Asjmuni A. Rahman, Metode Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hIm. 1.

147 Syamsul Bahri dkk., Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008, hlm. 55.
148 Abdul-Wahhab Khallaf, I/mu Usul Figh , hlm. 202.

149 Ibid, hlm. 203-212.
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3. Petunjuk nash, adalah makna yang dipahami dari jiwa dan rasionalitas
nash.

4. Kehendak nash, adalah makna logika yang mana redaksi nash tidak
dapat dipahami kecuali dengan makna itu.

Untuk menjawab persoalan “implementasi hukum menikahi wanita
dalam masa iddah”, Imam Maliki dan Imam Syafi’i dalam gaul gadimnya,
keduanya mengawali metode istinbath dengan sumber yang sama yakni
qaul al-shahabah (pendapat sahabat), karena memang seperti telah
dijelaskan sebelumnya, tidak ada dalil al-Qur’an yang menjelaskan secara
perinci mengenai “implementasi hukum menikahi wanita dalam masa
iddah” secara langsung. Imam Malik seperti telah disebutkan di atas,

beliau memberikan definisi iddah sebagai berikut :

150, L) fed o) g3l Cuga gl BTl (3BUa e 71 9 31 g e Ba (o Bl

Imam Maliki mengartikan definisi iddah sebagai masa yang
mencegah wanita untuk melangsungkan sebuah pernikahan setelah
terjadinya talak, rusaknya pernikahan atau ditinggal mati suaminya.

Oy (Arall 13gn Baadl g U3 ehagyg dgadd) plagy duldl) Shally plagll o alas Gl g
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Dalam keterangan diatas dapat diketahui bahwa Imam Maliki tidak
mewajibkan iddah bagi wanita yang melakukan persetubuhan dengan akad

yang fasid, wati syubhat dan perzinahan.

Pendapat Imam Maliki dari definisi iddah di atas, diketahui
bahwasannya persetubuhan (wati’) dengan akad yang rusak, persetubuhan
syubhat dan persetubuhan zina tidak diwajibkan untuk beriddah, dengan
definisi iddah di atas, akan tetapi dari setiap persetubuhan tersebut harus

mensucikan rahimnya seperti ukuran masa iddah”.

150 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fighu ‘ala Mazhab Arbaa’h, Maktabah Syamilah Digital, juz
4, hlm.241
151 Husain bin Audabh, ,,, hlm. 346
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Dapat kita ambil kesimpulan dari definisi yang dikemukakan di atas,
sesungguhnya Imam Maliki tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang
disetubuhi (wati’) secara syubhat dan beliau hanya mewajibkan iddah
kepada seorang wanita yang sudah berada dalam tali pernikahan yang sah,
sehingga persetubuhan syubhat tidak terdapat tali pernikahan di dalamnya.
oleh karena itu, Imam Maliki menyamakan persetubuhan syubhat dengan
zina. Maka wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang

sama dengan iddah.

Kemudian Imam Malik berkata bahwasanya hukum dari menikahi
wanita dalam masa iddah dihukumi haram sebagaimana keterangan yang

diambilkan dari hadit sahabat Umar ibnu Khotob!52
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Sesungguhnya Tulaihah Al-Asadiyah merupakan istri dari Rasyid As-
Tsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikah dengan pria lain
dalam masa iddah. Lalu Umar bin Khattab memukulnya dan memukul
suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan keduanya.

Umar lalu berkata, "Perempuan manasaja yang menikah saat masa
iddah apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya lalu si
perempuan menyelesaikan iddah yang tersisa dari suami pertama lalu
(setelah selesai masa iddah) apabila berkehendak maka si pria boleh
melamar dan menikahinya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim,
maka harus dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu iddah dari
suami pertama, lalu melakukan iddah dari yang kedua, kemudian tidak
boleh menikah dengan pria kedua selamanya.

Imam Maliki menyamakan iddah persetubuhan syubhat dengan zina

sebagaimana yang dikemukakan Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah: “Zina

152 Prof Amiir Syarifudin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Fajar Interpratama, Jakarta,
2009 hlm. 64
153 Tbnu Qudamah AI-Mughni, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172
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adalah hubungan badan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan

tanpa melalui pernikahan yang sah, baik melalui alat kelamin atau dubur”!>*

Karena Imam Maliki tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang
disetubuhi secara syubhat dan beliau hanya mengharuskan kepadanya untuk
menunggu seukuran iddah, hal ini bertujuan untuk e~ ¢) ul (mensucikan
rahimnya). Karena persetubuhan adalah penyebab mengharuskan kepada
sang wanita untuk menunggu seukuran iddah agar terjadi kejelasan

rahimnya apabila ia ingin menikah lagi.
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Kesimpulannya adalah sesungguhnya laki-laki dilarang melakukan
perkawinan jika wujudnya penghalang (missal iddah), namun jika

penghalang itu hilang maka larangan juga hilang,

Menjalani masa tunggu serta hitungannnya, maupun perintah
menjalani iddah adalah merupakan perintah yang wajib untuk dilakukan.
dikarenakan redaksi atau nash syara’ yang berbentuk kalimat informasi
(Gjumlah khabariyah) ketika menunjukan makna perintah maka berarti

kewajiban. !5

Sedangkan dalam redaksi pendapat sahabat Umar tersebut

menggunakan kalam nahi (larangan)’”’ yang mana kalimat tersebut tidak

154 Prof Amiir Syarifudin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Fajar Interpratama, Jakarta,
2009 hlm. 89

155 Abdurrahman al-Jaziri, AI-Fighu ‘ala Mazhab Arbaa’h, Maktabah Syamilah Digital, juz 4,
hlm.241

136 Abd al-Wahhab Khallaf, op. cit., hlm. 286.

157 Jumlah khabariyah adalah kalimat yang tersusun dari mubtada’ dan khabar yang menunjukan
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hanya bertujuan untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang
perempuan yang ditinggal suaminya (wajib iddah sampai selesai), lebih
dari itu redaksi tersebut menunjukan makna perintah untuk berpisah dan

larangan atau haram menikahinya selamanya’’é,

Supaya perempuan (istri) menunggu selama menjalani iddah selesai

Berikut redaksinya haditsnya:
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Umar berkata, "Perempuan manasaja yang menikah saat masa iddah
apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya lalu si
perempuan menyelesaikan iddah yang tersisa dari suami pertama lalu
(setelah selesai masa iddah) apabila berkehendak maka si pria boleh
melamar dan menikahinya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim,
maka harus dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu iddah dari
suami pertama, lalu melakukan iddah dari yang kedua, kemudian tidak
boleh menikah dengan pria kedua selamanya.

Adapun kaitannya dengan bilangan, baik bilangan masa tunggu atau
iddah merupakan makna yang pasti (gath’i)’*’, tidak bisa ditawar, artinya
ditambah atau kurangi, karena bilangan termasuk suatu petunjuk makna
yang sudah pasti. Sehingga bisa dipahami bahwa secara keseluruhan
pendapat Umar yang digunakan Imam Malik sebagai hujjah dalam

menghukumi wanita yang menikah masih dalam masa iddah makna yang

jelas dan pasti (gath’i dilalah).

Dapat kita ambil kesimpulan dari berbagai uraian yang dikemukakan
di atas, sesungguhnya Imam Maliki tidak mewajibkan iddah bagi wanita

yang disetubuhi (wati’) secara syubhat dan beliau hanya mewajibkan

makna berita atau informasi.

158 Makna amr adalah lafadz yang menunjukan adanya perintah untuk mengerjakan sesuatu, dari
orang yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah derajatnya. Lihat Wahbah Zuhaili, Ushul
Figh Islamiy, Juz 1, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 219.

159 Nash gath’i adalah lafadz atau nash yang menunjukan makna yang pemahaman akan makna

tersebut sudah tertentu, tidak memungkinkan adanya ta 'wil serta tidak ada peluang menunjukan

makna lain selain nash tersebut. Lihat Abd al-Wahhab Khallaf, //mu Usul Figh, hlm. 35.



68

iddah kepada seorang wanita yang sudah berada dalam tali pernikahan
yang sah, sehingga persetubuhan syubhat tidak terdapat tali pernikahan di
dalamnya. oleh karena itu, Imam Maliki menyamakan persetubuhan
syubhat dengan zina. Maka wanita tersebut harus mensucikan rahimnya

dalam masa yang sama sebagaimana iddah.

Kemudian Imam Malik berkata bahwasanya hukum dari menikahi
wanita masih dalam masa iddah wajib dipisahkan serta haram menikahi
wanita tersebut selamanya sebagaimana keterangan yang diambilkan dari

hadits sahabat Umar ibnu Khotob

Meskipun Imam Syafi’i dalam gaul gadimnya berhujjah dengan
sumber yang sama, namun Imam Syafi’i menambahkan riwayat (ziyadah)
tersendiri yang tidak dipakai oleh Imam Malik dalam al-Muwwatha’,
sebagimana telah disebutkan sebelumnya tentang pendapat Imam Syafi’i
yang telah peneliti kutipkan dari karyanya a/-Umm.

Selain berpegang dengan gaul sahabat Umar tersebut yang menurut
peneliti sama dengan Imam Malik yakni dengan menggunakan pendekatan
lughah (bahasa), untuk menguatkan argumentasinya, beliau Imam Syafi’i

berpendapat :
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Di atas telah disebutkan bahwa Imam Syafi’i mengartikan iddah
sebagai masa untuk menunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui
kesucian rahimnya, untuk bertaabudi (beribadah) atau untuk berduka

karena ditinggal mati suaminya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa

160 Abdurrahman Al-Jaziri, al-Figh ala al-Madzahibul al-Arba’h, hlm. 513
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diwajibkannya iddah ialah untuk menghormati 4= 43e (sperma dari

suami yang telah berubah menjadi darah bakal calon anak).

Imam Syafi’i mewajibkan iddah bagi wanita yang telah disetubuhi,
baik dengan akad shaheh, yaitu pernikahan yang sah, akad fasid (rusak),
yaitu pernikahan tanpa wali, tanpa saksi dan pernikahan yang berstatus

sebagai muhrimnya dan persetubuhan yang terdapat syubhat di dalamnya.

Apabila terjadi persetubuhan syubhat, Imam Syafi’i mewajibkan
iddah kepada wanita tersebut untuk memastikan kesucian pada rahimnya.

Imam Syafi’i dalam Qoul Qadim nya pada kitab al-Umm menyatakan:
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Dalam  kutipan pendapat Imam Syafi’i diatas, dijelaskan
bahwasanya sahabat Ali menghukumi perempuan yang dinikahi dalam
masa iddah, maka beliau memutuskan bahwa pernikahan tersebut harus
dipisahkan dan perempuan berhak atas mahar karena laki-laki (suami
kedua yang menikahinya pada masa iddah) ia telah menggaulinya, bagi

perempuan tersebut, wajib meneruskan iddah yang ia rusak (iddah awal)
kemudian menjalani iddah kedua dari laki-laki kedua.

Adapun tentang apakah boleh atau tidaknya suami kedua menikahi si
wanita ini ada dua pendapat. Pertama, si pria tidak boleh menikahi si
wanita selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam

madzhab Hanbali dan qaul qadim Imam Syafi'i sebagaimana diterangkan,
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161 Tmam Syafi’l, Kitab Al Um, Maktabah Syamilah Digital, Juz 5, hlm 233
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Artinya: Boleh bagi si pria menikahi si wanita setelah habisnya dua
iddah yakni boleh bagi suami kedua menikahi si wanita setelah habisnya
dua iddah . Dari Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat lain bahwa si
wanita haram selamanya menikah dengan suami kedua, ini pendapat
Imam Malik, dan pendapat qaul gadim Imam Syafi'i berdasarkan pada
ucapan Umar "Tidak boleh si pria menikahinya selamanya."

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi’i
dalam qaul gadimnya menghukumi sama seperti gurunya Imam Malik,
berbeda dengan qaul gadimnya, Imam Syafi’i dalam gaul jadid juga
menggunakan sumber hadits yang diriwayatkan Sahabat Aly dalam

menghukumi kasus “implementasi hukum menikahi wanita dalam masa

iddah”

Pertimbangan Imam Syafi’i berikutnya dalam gqaul jadid yakni
dengan menggunakan pendekatan makna (thurug al-ma’nawiyyah). Dalam
hal ini Imam Syafi’i menggunakan metode istishab, seperti telah
dijelaskan sebelumnya, adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan
seperti sebelumnya sampai ada dalil atau petunjuk yang menunjukkan
perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap

menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.!®3

Pendapat Qoul Jadid Syafi'i, si pria boleh menikahi si wanita setelah
iddah diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, dan

Hanbali.
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162 Tbnu Qudamah AI-Mughni, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172
163 Abd al-Wahhab Khallaf, op. cit, him. 121.
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Namun apakah si wanita harus melakukan dua iddah atau cukup satu
iddah dari suami pertama saja, ini terjadi perbedaan ulama. Qoul Jadid
Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa si wanita cukup menyelesaikan satu
iddah saja yakni iddah suami pertama. sebagaimana dikutip oleh Ibnu

Qudamah dalam Al-Mughni'6?

Terkait dengan dua pendapat Imam Syafi’i tersebut yang terkesan
sangat bertolak belakang, maka perlu diketahui bahwa antara qaul/ gadim
dan qaul jadid dalam figh Syafi’i secara fungsional seperti metode nasikh-
mansukh dalam penerapan kaidah hukum Islam meskipun tidak secara
mutlak. Artinya dalam penerapannya masih harus memperhatikan korelasi

gaul dengan kemaslahatan umat.'%6

Dari situ sangat jelas terlihat dan bisa dipahami bahwa Imam Syafi’i
menginginkan adanya hukum yang dinamis, yang bisa menjawab dinamika,
problematika  kehidupan yang semakin berkembang seiring dengan
perkembangan zaman.

Sebagaimana kaidah yang sering kita dengar “Taghayyur al-Ahkam
Bitaghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah” (perubahan hukum-hukum

berdasarkan perubahan zaman dan kondisi tempat), yang mana Ibn Qoyyim

164 Tbnu Qudamah Al-Mughni, Maktabah Syamilah Digital, juz 8, hlm.172

165 Tbid

166 Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, AHKAMUL FUQAHA (Solusi Problematika
Aktual Hukum Islam), Surabaya: Diantama, 2004, hlm. xiii
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al-Jauziyyah mengutarakan kaidah tersebut dengan lebih lengkap. Beliau
mengatakan:

i) gall g cilaill g J) sa¥) g ACa g Ala ) ik Gueuny LgBMEA g (o gil) yuate

perubahan fatwa dan perbedaannya dibilang berdasarkan perubahan

zaman, tempat, situasi sosial, niat dan adat (tradisi)].’%’

Oleh karenanya, untuk pendapat Imam Syafi’i perlu adanya tarjih
baina al-qaulain dimana tujuan pentarjihan tersebut untuk mengetahui
pendapat mana diantara kedua pendapat tersebut yang lebih kuat dan lebih

maslahat untuk diterapkan pada zaman sekarang.

Yang perlu diketahui adalah bahwa gaul/ sahabat menurut sebagian
pengikut Imam Syafi’i hanya digunakan dalam qaul qadim, tidak dalam
qaul jadid. Namun demikian, Abu Zahrah mengungkapkan bahwa Imam
Syafi’i menggunakan gaul sahabat, baik dalam gqaul qadim maupun
Jjadidnya selagi tidak bertentangan dengan al-Sunnah berdasarkan riwayat
Rabi’ Ibn Sulaiman. Anggapan ini sesuai dengan apa yang ditemukan

dalam a/-Umm dan al-Risalah.!%8

Sedangkan sumber hukum yang beliau gunakan dalam gaul jadidnya,
tidak hanya gaul sahabat sebagaimana dalam gaul gadimnya. Dalam qaul
jadid justru Imam Syafi’i berhujjah menggunakan al-Qur’an, hadits serta
istishab yang menurut peneliti lebih sesuai kontek saat sekarang ini.

Imam Syafi’i merupakan pengarang sekaligus peletak ilmu usul figh.
Selain itu, beliau merupakan ulama yang dapat meperkenalkan sebuah
metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran,
yakni aliran ra’yu dan hadits secara proporsional.'®® Hal tersebut tentunya
tidak lepas dari latar belakang pendidikan beliau dimana memang beliau

pernah menimba ilmu dari Imam Malik sebagai ulama ahli hadits dan Imam

167 Tbn Qoyyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, juz 3, Kairo:
Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah, 1968, hlm. 2.

168 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, Dar al-Fikr al-‘Arabi, hlm. 215

169 Abudin Nata, Masail al-Fighiyah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 36.
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Hasan al-Syaibani yang merupakan murid Imam Hanafi sebagai ulama ahli
ra’yu.

a. Persamaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafii tentang Implementasi
hukum menikahi wanita dalam masa ‘iddah.

Dalam penggunaan ‘iddah Imam Malik dan Imam Syafii memiliki
persamaan pendapat yakni tiga kali suci ayau tiga kali haidh, tiga bulan, dan
mewajibkan untuk menyelesaikan iddah dari suami pertama, dari pendapat
tersebut Imam Malik menggunakan pendekatan lafadz {thuruqu ladziyah}
dan juga pendapat sahabat yakni sahabat Umar bin Khotob begitu pula
dengan Imam Syafii dalam qaul gadim..

b. Perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafii tentang Implementasi
hukum menikahi wanita dalam masa ‘iddah

Implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah bagi Imam Syafii
dalam qaul jadidnya setelah di pisah dan emnjlankan ‘iddah dari suami
pertama dan kedua maka dari suami kedua boleh menikahi kembali wanita
tersebut, sedangkan Imam Malik dan qaul qadim Imam Syafii di pisah dan
melarang untuk menikahi wanita tersebut selamanya. Selanjutnya untuk
Imam Malik dan qaul qadim Imam Syafii mengharuskan satu kali ‘iddah
karena bagi Imam Malik nikah yang fasid, wathi’ syubhat, dan perzinaan
tidak diwajibkan beriiddah namun harus menunggu dengan waktu yang sama
dengan iddah, untuk mengetahui kekosongan rahim dari san wanita.
Sedangkan bagi Imam Syafii dalam gaaul jadidnya mengharuskan dua kali
‘iddah, dan penggunaan pendekatan makna {thurug al-ma’nawiyah} dengan

menggunakan metodee istishab.

B. Relevansi pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang
implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah dengan

konteks masyarakat di Indonesia dan KHI

KHI merupakan salah satu produk hukum Islam Ulama Indonesia dan
sebagai salah satu literature tata hukum yang diakui keberadaannya. Adapun

secara ringkas tujuan-tujuan pokok dibentuknya KHI adalah sebagai berikut:
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1. Melengkapi pilar agama (adanya badan peradilan yang terorganisir
berdasarkan kekuatan Undang-Undang)

2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

3. Mempercepat Proses Taqribi Bainal Ummah (memperkecil
pertentangan dan perbantahan khilafiyah)

4. Menyingkirkan Paham Private Affairs (paham yang menyatakan
bahwa nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan

pribadi).!”°

Dari berbagai tujuan tersebut untuk dipahami adalah bahwa dengan
disusunnya KHI sebagai kitab hukum, untuk para hakim tidak dibenarkan
menjatuhkan putusan-putusan yang disparatis, putusan bercorak variabel
sehingga antara putusan satu dengan yang lain terkesan saling bertentangan
tidak seragam.

juga tidak bermaksud untuk menutup pintu melakukan terobosan dan
pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual. Penyeragaman persepsi
dengan KHI tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan

putusan yang bersifat variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik.

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian mengenai “implementasi hukum
menikahi wanita dalam masa iddah” telah dijelaskan oleh Imam Syafi’i
dan Imam Maliki di atas, peneliti menemukan beberapa perbedaan di antara
keduanya,

Imam Maliki tidak mewajibkan beriddah bagi wanita yang menikah
dalam masa iddah, karena menurut beliau hal tersebut sama seperti zina dan
pelaku layak mendapatkan hukuman hadd, karena ada faktor syubhat
pelaku dapat terlepas dari jeratan hukuman hadd. Akan tetapi Imam Maliki

mengharuskan menunggu (Tarobush),

Pendapat Imam Syafi’i mewajibkan iddah bagi wanita yang menikah

dalam masa iddah, dengan berdasarkan dalil mengenai salah satu tujuan dan

170 Yahya Harahap, Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraki Hukum
Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 34.



75

hikmah diwajibkannya iddah kepada wanita, yaitu untuk mengetahui
kesucian rahimnya.

Apabila hal tersebut dilanggar oleh wanita iddah, maka hal itu dapat
menghindari dari ketidak jelasan nasab bagi janin yang dikandungnya.
Namun Imam Syafi’i menyamakan iddah karena persetubuhan syubhat sama

seperti halnya iddah wanita yang ditalak suaminya.

Menurut kajian peneliti pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki sama-
sama mengharuskan beriddah bagi wanita yang menikah dalam masa iddah,
namun pendapat Imam Syafi’i lebih tegas dalam menghukumi permasalahan
ini dengan mewajibkan menjalankan iddah dan itu merupakan pendapat

yang paling rajih (kuat).

Sedangkan Imam Maliki hanya mengharuskan menunggu seukuran
iddah baginya dengan alasan untuk memastikan kebersihan rahim wanita
tersebut. Menurut peneliti keterangan Imam Maliki kurang rajih (kuat),

karena hanya bersifat semacam anjuran atau imbauan saja,

Selanjutnya jika istri telah melangsungkan perkawinan yang baru
masih dalam masa iddah, maka pasal 40 huruf b KHI menyebutkan bahwa ;
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita karena keadaan tertentu:
a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan
dengan pria lain;
b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria

lain;

Jika diperhatikan, ada relevansi antara pendapat Imam Syafi’i dalam
qaul jadid dengan pasal tersebut, dimana Imam Syafi’i dalam gaul jadid
berpendapat bahwa jika terjadi perkawinan antara wanita yang masih dalam

iddah dengan orang lain, maka perkawinan keduanya difasakh.
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c¢) Dan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pendapat mana
yang lebih relevan dengan zaman sekarang, perlu diketahui juga
bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dijelaskan mengenai alasan-alasan pembatalan
perkawinan yang mana salah satunya sebagaimana disebutkan dalam
BAB 1V pasal 27 ayat (2) bahwa “perkawinan dapat dibatalkan
apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah
sangka terhadap diri suami atau istri.” dan dalam KHI Dilarang
“Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria

lain;

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam
pasal 2, sebagai berikut: Perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsagan Ghalidzan an untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.!”!
Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Adapun pengertian yang dikemukakan dalam Undang Undang
perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974), adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”'"*

Bunyi pasal Undang-undang Perkawinan ini dengan jelas menyebutkan
tujuan perkawinan yaitu, membentuk keluarga bahagia dan kekal yang

didasarkan pada ajaran agama.

17l Abd.Rahman Ghazaly, Figh Munakahat hlm: 10
172 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.
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Dari hasil kajian peneliti bisa disimpulkan bahwa secara garis besar
aturan dalam KHI sudah merepresentasikan hukum yang dianut mayoritas
muslim Indonesia, yang bermadzhab Syafi’i. Namun ada beberapa yang
menganut madzhab lain karena memang perbedaan dan kebutuhan masing-
masing pihak yang menuntut disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat
pada saat ini, yakni dengan mempertimbangkan moral, keadilan dan

kemaslahatan.

BAB YV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai literasi dan pembahasan yang telah peneliti paparkan

secara menyeluruh, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Maliki mengartikan definisi iddah sebagai masa yang
mencegah wanita untuk melangsungkan sebuah pernikahan setelah

terjadinya talak, rusaknya pernikahan atau ditinggal mati suaminya.

Beliau tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang melakukan
persetubuhan dengan nikah  yang fasid, wati syubhat dan

perzinahan.

Imam Malik dan Qoul Qodim Syafi’i berpendapat bahwasanya
implikasi hukum dari menikahi wanita dalam masa iddah dihukumi
haram sebagaimana keterangan yang diambilkan dari hadit sahabat

Umar ibnu Khotob
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Meskipun Imam Syafi’i dalam qaul qadimnya berhujjah
dengan sumber yang sama, (Hadits dari Sahabat Umar bin Khotob)
namun Imam Syafi’i menambahkan riwayat (ziyadah) tersendiri .
Selanjutnya selain berpegang dengan qaul sahabat Umar tersebut
yang menurut peneliti sama dengan Imam Malik yakni dengan
menggunakan pendekatan qoul sohabat, untuk menguatkan
argumentasinya, beliau Imam Syafi’i  berbeda dengan qoul
godimnya : perbedaan pendapat Imam Syafi’i dalam gaul/ gadim

dan gaul jadidnya.

Penerapan argumentasi iddah dalam bentuk hukum iddah sebagai
bentuk relasi sosial dan membangun narasi yang baik dalam
perkembangan berumah tangga serta dimaksudkan agar secara
bersama-sama aktip untuk mewujudkan tujuan iddah sesuai

tuntutan syariat.

Menurut peneliti yang lebih relevan dengan konteks
Masyarakat Indonesia dan sejalan dengan KHI di zaman sekarang,
yang semakin dinamis serta berkembangnya teknologi informatika,
adalah pendapat Imam Syafi’i dalam gaul jadidnya, karena peneliti
menilai dan memandang akan lebih mendatangkan maslahah serta
lebih toleran tidak seketat qoul qodimnya, hal ini lebih diterima
oleh masyarakat muslim Indonesia yang semakin komplek dan

dinamis serta lebih menerima hukum yang ringan.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan wuraian di atas, maka saran yang dapat penulis

sampaikan adalah sebagai berikut:

1.

Implikasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah
memperhatikan alasan penerapan konsep iddah yang berkeadilan
dan wujudnya perkawinan yang sakinah, sehingga dalam

memutuskan hukum benar-benar berdasar kemaslahatan dan adil



79

2. Hendaknya lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama dalam
menyikapi dan merespon kasus-kasus perdata, khususnya
perceraian, terlebih sebab nikah dalam masa iddah agar mencari
informasi akurat sehingga akan lebih mudah dalam memutuskan

hukum

C. PENUTUP

Puji syukur yang tidak henti-hentinya atas rahmat, hidayah, serta
inayah Allah Ta’ala sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang
sederhana ini, apa yang peneliti rangkum dalam skripsi ini adalah

merupakan bagian dari ilmu Allah Swt yang Maha Mengetahui.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mengakui banyak
kesalahan dan kekurangan, sekalipun telah berusaha mencurahkan segala
usaha dan kemampuan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya peneliti
berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan khusunya

bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. Amien ya robbal ‘alamiin..



80

DAFTAR PUSTAKA

Al Bujairomi, Hasyiah Al Burairomi Ala Manhaj, Surabaya, Al Haromain,
2004

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, Figih Praktis Menurut Alquran, Assunnah

dan Pendapat Para Ulama, Bandung: Mizan, 2002

Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, Taisirul Alam Syarah Umdatul
Ahkam, edisi Indonesia DKI 2007

Ali Yusuf, Dr. As-Subki Figh Keluarga. Sinar Grafika Offset., Jakarta .
2010

Al-Jamal, Hasan, Biografi 10 Imam Besar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
2003

Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, juz
3, Kairo: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah, 1968

Al-Jaziri, Abdurrahman al-Figh ala al-Madzahibul al-Arba’h, juz 4.
Libanon: , Darl Kutub 2005

Al-Mabhalli, Jalaluddin, Syarah Al-Mahalli, juz 111 Maktabah Syamilah .

Al-Malibari, Zainuddin, Fathul Mu'in Syarah Qurrotul ‘Ain, Beirut:
Daarul Fikr 2007

Al-Maraghi, Abdullah Musthafa, Fath al-Mubin fi Tabagat al-
Ushuliyyin,

Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul, juz
1, Maktabah Syamilah Digital

al-Syurbasi, Ahmad, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab,
Penerjemah: Sabil Huda, H.A. Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2008

An Nawawi, Imam, Sohih muslim Maktabah Syamilah Digital

An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzzhab, Libanon, Darul Kutub
Al-"Ilmiyyah, 2011

Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam, Y ogyakarta: UII Press,
2009

Ashan’ani, Subulus Salam, Beirut , Darul Kutub Ilmiyah 2004
Asjmuni A. Rahman, Metode Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986,



81

As-Syafi’, al-Risalah, Beirut: Dar al-Kutb Ilmiah 2005

Chalil, Moenawir, Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab, Jakarta:
Bulan Bintang, 1986

Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiyar Baru
Van Hoeve, 1996

Danang, Asep, Komsep Figh Iddah Bagi Suami, Semarang, IAIN
Walisongo,2014,

Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemahnya, jakarta. CV.
Naladana, 2004,

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia. Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

Djazuli, Ahmad, , I/mu Figh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan
Hukum Islam, Jakarta Media,2008

Edi Susilo, Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir, The Indonesian Journal of
Islamic Family Law Volume 06 Nomor 02 Desember Surabaya 2015,

EM. Yusmar, Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya (Kediri: Pustaka
‘Azm),2010

Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: Raja Grafindo
Persada 2009

Ghaza, Ibnu Qasim, Hasyiah al-Bajuri, juz II Semarang : Riyadh Putra
2004

Ghozali , Abd. Rachman, Fikih Munakahat , Jakarta Timur: Prenada
Media, 2003

H.S.A. Hamdani, Risalah Nikah, Bandung: Pustaka Imani, 1989

Habib Ismail, Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa lddah Studi
Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, Skripsi, Institut Agama Islam
Ma’arif NU Metro Lampung,2015.

Hasan, M. Ali, Pebandingan Mazhab, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002

https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html

https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/13/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-

bagarah-ayat-228/



82

https://islamwiki.blogspot.com/2010/05/kompilasi-hukum-islam-buku-i-
hukum.html

Husain bin Audah, AI-Mausuah Al-Fighiyah, Maktabah Digital Syamilah.

Hussein, Muhammad, Figh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama
dan Gender), Yogyakarta : LKiS, 2007

Ibnu Qudamah, 4/-Mughni, Maktabah Digital Syamilah

Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Husaini, Kifayatul
Akhyar, Surabaya , Syirkah 2007

Imron, DR .H. Ali, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Karya Abadi
Jaya 2011

Kamus KBBI Aplikasi

Khalil, Rasyad Hasan, Tarikh Tasyri’, Jakarta: Amzah, 2009

Khallaf , Abdul Wahhab, I/lmu Usul Figh, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta:
Pustaka Amani, 2010

Khon, Abdul Majid, Figh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak, Jakarta:
Sinar Grafika, 2009,

Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, AHKAMUL FUQAHA
(Solusi Problematika Aktual Hukum Islam), Surabaya: Diantama, 2004

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya, Cet. 24, 2007

M. Bahri Ghazali dan Djumaris, Perbandingan Mazhab, Jakarta: Pedoman
[lmu, 1992

Majah, Ibnu, Nailul Author, Maktabah Digital Syamilah

Malik bin Anas, a/-Muwatta'. Maktabah Digital Syamilah,

Manshur, Dr. ‘Abd al-Qodir, Figh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab
wa al-Sunnah, Jakarta: Penerbit Zaman, 2012

Mardani, Dr., Hukum Keluarga Islam di Indnesia, Jakarta, Prenadamedia
2016

Mas'ud, Dr. H. Ibnu Figih Mazhab Syafi'i. Bandung, CV.Pustaka Setia.
2000

Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , Jakarta: Bumi

Aksara, 1996



83

Muchlis M Hanafi dkk, Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi,
Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013

Muchtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta :
Bulan Bintang, 1993,

Mugits, Abdul, Kritik Nalar Figih Pesantren, Jakarta: Kencana, 2008,

Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, al-Umm, Kitab Digital Maktabah
Syamilah

Muhammad, Pakar-pakar Figih Sepanjang Sejarah, Yogyakarta:
LKPSM, 2001

Mujib, Abdul, Kawasan dan Wawasan Studi Islam, Bandung: Kencana,
2007

Nata, Abudin, Masail al-Fighiyah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Prof Amiir Syarifudin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Fajar
Interpratama, Jakarta, 2009

Qardhawi, Dr. Yusuf, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jakarta, Gema
Insani,Press, 1995

Rahman, Abdul, Perbandingan Madzhab-Madzhab, Bandung: Sinar Baru,
1986,

Ramulyo, Idris, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta Bumi Aksara,
1999

Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung: Nuansa
Aulia, 2009,

Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Terjemah, Jilid 2, Jakarta, Pustaka
Amani, 1989

Saiban, Kasuwi, Metode ljtihad Ibnu Rusdy, Malang: Kutub Minar, 2005

Saifudin, Nur, llmu Figh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum

Islam, Bandung 2011

Sholakhuddin, Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa
Iddah studi kasus di desa Sepulu kecamatan Sepulu kabupaten Bangkalan, Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.

Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992



84

Suryadilaga, M. Alfatih, Studi Kitab Hadis, Y ogyakarta: Teras, 2003

Syafi’l, Kitab Al Um, Maktabah Syamilah Digital,

Syamsul Bahri dkk., Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: TERAS,
2008

Abdul , Syarah hadits pilihan Bukhori Muslim, Jakarta Darus Sunaah,
2008

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Kencana,
2009

Syata, Muhammad, /’anah atthalibin, Juz 111 Bandung: al-Ma’arif, 2010

Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran
Hidup Sang Imam 2006

Tim Ilmiah Purnasiswa, Sejarah Tasyri’ Islam, Lirboyo: Forum
Pengembangan Intelektual, 2006

Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, Jakarta, Kementrian
Agama RI 2010

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Zuhaili, Wahbah, al-Figh al-Islami wa Adilatuh, Kitab Digital Maktabah
Syamilah

Wahyudi, Muhammad Isna, Figih ‘iddah; Klasik dan Kontemporer,
Yogyakarta:

Pustaka Pesantren, 2009

Yahya Harahap, [Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan
Abstraki Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Zahrah, Abu, al-Syafi’i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara’uhu wa Fighuhu,
Beirut: Dar al-Fikr, 1997

Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Figh, Dar al-Fikr ‘Arabi 2005

Zaini, Muhammad Ma’sum, /lmu Ushul figih, Jombang: Darul Hikmah,
2008,



	HALAMAN AWAL-dikonversi.pdf
	132111146.pdf

